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Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Peranan Manajemen Kebijakan Pendidikan dalam Mengaplikasikan
Visi dan Misi SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
Skripsi ini membahas tentang bagaimana gambaran manajemen kebijakan
pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dan gambaran visi misi
di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng serta peranan manajemen kebijakan
pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen kebijakan
pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, mengetahui gambaran
visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng serta untuk
mengetahui peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi
dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Serta memiliki kegunaan
untuk berbagai pihak, baik itu dari pihak tempat penelitian maupun dari pihak peneliti
sendiri.
Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini
menentukan subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan datanya dengan
mengacu pada pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analis data
kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.
Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan
clonclusion drawing/verification.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran manajemen kebijakan
pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng dalam perumusannya,
kebijakan yang diambil ada yang melalui mekanisme rapat bersama dengan tim
perumus kebijakan seperti Kepala Sekolah, Wakil-wakil kepala sekolah, Pengurus
Komite, Dewan guru dan orang tua peserta didik. Ada pula kebijakan dikeluarkan
tanpa melalui mekanisme rapat yang sifatnya mendesak. Dalam pelaksanaannya,
kebijakan dilakukan secara bertahap dan memprioritaskan  kebijakan yang
disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah. Dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut akan menemui berbagai macam masalah sehingga membutuhkan sistem
pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan
yaitu menerima saran dari pihak-pihak yang berkepentingan kemudian
mempertimbangkan dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah. Hasil keputusan
xi
tersebut dikomunikasikan kepada seluruh warga sekolah melalui rapat bersama.
Gambaran visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu dalam
pengaplikasiannya visi dan misi sekolah mencerminkan SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng sebagai sekolah Adiwiyata yang merupakan program berbudaya
lingkungan hidup, berwawasan global yang didasari dengan keimanan dan
ketakwaan. Peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi
dan misi SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu manajemen kebijakan
pendidikan memiliki peran sebagai pedoman dalam membuat keputusan dan menjadi
dasar untuk menjalankan pendidikan yang muaranya adalah pencapaian visi dan misi
sekolah.
Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas maka tak lepas dari visi dan
misi pendidikan, semakin kuat visi dan semakin baik misinya maka akan semakin
berkualitas juga sumber daya manusia yang dapat dihasilkan sehingga dalam
mengaplikasikakan visi dan misi pendidikan membutuhkan kebijakan sebagai
pedoman atau dasar dalam setiap pelaksanaannya. Selain itu, dibutuhkan kerjasama
seluruh warga sekolah melalui kerjasama tertentu baik dalam kegiatan organisasi




A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai
kehidupan generasi yang dahulu kegenerasi selanjutnya agar nilai-nilai pendidikan
tersebut tetap terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan. Dengan
demikian, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah
sebagai penguasa. Hal ini karena kompleksitas penyelenggaraan pendidikan yang
terus berlanjut serta pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam
dan membutuhkan campur tangan pemerintah.
Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, sedangkan pemerintah
memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat menjamin keberadaan dan
keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses
penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan
serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang sulit ditangani oleh
masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan
menjadi solusi terbaik.1
Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan
pendidikan di Indonesia dewasa ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha
sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Secara lebih umum,
pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan
dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu tujuan tertentu.2
1Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, (Cet. I;
Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 30.
2Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Cet. III; Bandung: Alfabeta,
2012), h. 5.
2Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional
dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat
mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan
keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
Dengan kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemerintahan
daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi dan
inovasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang
pendidikan.
Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan,
khususnya bab 14 pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi
melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan
tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan
lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan
menengah.3
Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan tidak
hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota tetapi lebih jauh yaitu sampai pada
tingkat sekolah. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan
kelevel sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan
arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan
masyarakatnya.
Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya
dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah
lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.  Masyarakat dituntut
untuk berpartisipasi agar mereka lebih memahami kompleksitas pendidikan,
membantu serta turut mengontrol pengelolaan pendidikan. Adapun kebijakan
3Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, bab 14, pasal 51.
3nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula mendapat perhatian oleh
sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada
masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggara
pendidikan di sekolah.4
Pengelolaan sekolah secara tidak profesional dapat menghambat langkah
sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal,
dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan
sekolah secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling
tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Perumusan terhadap visi,
misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan pengelola sekolah, agar
sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang
diharapkan.5
Harapan masyarakat pada umumnya telah bergeser dari sekadar
memperoleh pendidikan dalam arti pemerataan memperoleh pendidikan
kepeningkatan mutu pendidikan, karena dirasakan memperoleh pendidikan
dengan mutu seadanya tidak mampu meningkatkan persaingan yang berarti, dan
pada gilirannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.6 Oleh sebab itu, para
pengambil kebijakan pada tingkat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif
dalam sistem otonomi pemerintahan dapat melihat mana kebijakan yang
dibutuhkan masyarakat, mana kebijakan yang tepat.
4Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya
Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5.
5Mudjtahid, “Proses Manajemen Dan Pentingnya Visi Misi Lembaga Pendidikan”, Blog
Mudjtahid. http://mujtahid269.blogspot.com/2014/07/proses-manajemen-dan-pentingnya-
visi.html (27 Agustus 2015).
6Syaiful Sagala, “Pengantar”, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Cet. VII; Bandung
Alfabeta, 2013), h. vi.
4Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang harusnya memihak atas
kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan para pengambil kebijakan. Olehnya itu,
dibutuhkan pendekatan yang profesional baik pada pihak pemerintahan maupun
pada pihak sekolah. Dengan adanya perhatian terhadap aspek profesional ini maka
kebutuhan masyarakat bisa saja terpenuhi atas kesesuaiannya antara kebutuhan
dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sekolah harus bisa menunjukkan
bahwa urusan pendidikan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, terencana,
terkontrol, dan bermutu. Sehingga, baik pada tingkat pemerintahan maupun pada
tingkat sekolah harus mengelola pendidikan secara profesional, dengan begitu kita
dapat memperoleh pendidikan yang bermutu.
Bicara tentang menciptakan pendidikan yang bermutu maka tak lepas dari
visi dan misi dari lembaga pendidikan itu sendiri, semakin kuat visi dan semakin
baik misinya maka akan semakin berkualitas juga sumber daya manusia yang
dapat dihasilkan. Peran dari seorang guru sangatlah penting dan juga sangatlah
berpengaruh terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia dan juga
dalam menjalankan visi dan misi sekolah. Setiap pendidik wajib memahami dan
mengerti tentang visi dan misi sekolah tempat dia mengabdi karena semua itu
dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar dan menentukan
kemajuan dari sekolah, jika pendidik tidak mengerti visi dan misi dari sekolah
bisa berakibat kemunduran bahkan kegagalan dalam sekolah.7
Dalam proses manajemen salah satu tugas kepala sekolah ialah
membenahi semua fungsi manajemen dengan baik, supaya tujuan optimal dapat
dicapai. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mampu merumuskan visi
dan misi sekolah yang dipimpinnya. Karena visi sekolah erat kaitannya dengan
7Ekosyaritjo, “Peningkatan Potensi Melalui Mutu Yang Berkualitas Yang Ditunjang Oleh
Visi Dan Misi Yang Bermutu”, Blog Ekosyaritjo.
http;//ekosyaritjo.blogspot.com/2013/02/pengertian-visi-dan-misi.html. (08 Agustus 2015).
5siswa maka proses pendidikan harus fokus pada pelayanan yang baik kepada
siswa, bukan hanya kepada pejabat dinas pendidikan, dan kepala sekolah.
Sehingga, siswa harus dilayani dengan penuh perhatian agar merasa nyaman dan
bahagia dalam belajar serta dengan senang hati dan penuh kesungguhan untuk
meraih masa depannya masing-masing.
Terkait dengan judul penelitian ini “Peranan Manajemen Kebijakan
Pendidikan dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng” maka terlebih dahulu penulis ingin mengetahui bagaimana
konteks kebijakan serta pengimplementasiannya di Sekolah tersebut dan
mengetahui visi dan misi sekolah serta bagaimana kebijakan pendidikan dalam
mengambil peran dalam pengaplikasian visi dan misi. Adapun visi dan misi SMK
Negeri 1 Bantaeng ialah sebagai berikut:
a. Visi
Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu yang unggul
dalam prestasi, peduli lingkungan, berwawasan global yang didasari iman dan
takwa.
b. Misi
1. Membina peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berbudi
pekerti yang luhur.
2. Membentuk peserta didik menjadi manusia cerdas, terampil, dan
berjiwa wirausaha.
3. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang kreatif, inovatif,
mandiri, dan mampu bersaing diera global.
4. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah dan sehat yang
berwawasan lingkungan hidup.
65. Mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan sebagai sumber belajar
dalam upaya pelestarian, mencegah pencemaran, dan kerusakan
lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kompetensi dan profesional pendidik dan tenaga
kependidikan.
Berdasarkan visi dan misi tersebut maka SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng mencerminkan sekolah yang peduli lingkungan dan
berwawasan global yang di dasari iman dan takwa. Sebagaimana hasil obeservasi
awal penulis bahwa di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng tengah
menjalankan atau sedang berusaha untuk mencapai visi yang telah dirumuskan.
Penulis menganalisa bahwa SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
memiliki visi yang sangat bagus dan relevan dengan kebutuhan peserta didik,
karena saat ini yang dibutuhkan peserta didik adalah wawasan yang luas secara
global untuk memantapkan persiapan peserta didik dalam menghadapi masa
depannya. Dengan demikian, penulis semakin tertarik untuk mengetahui lebih
jauh gambaran visi dan misinya. Namun, pengetahuan dan wawasan yang luas
tidak cukup jika tanpa akhlak yang mulia sehingga penulis melihat apresiasi
sekolah yang merumuskan visi bahwa iman dan takwa menjadi dasar untuk
mengembangkan wawasan global akan melahirkan peserta didik yang mampu
bahagia dunia maupun akhirat. Terlihat dari berbagai aktivitas keagaamaan yang
dilakukan SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
Selain itu, penulis mendengar isu-isu dari masyarakat sekitar bahwa SMK
Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng merupakan sekolah yang sangat diminati
karena kualitasnya yang tentunya tidak lepas dari peranan manajemennya dalam
mengaplikasikan visi dan misi, sehingga penulis semakin tertarik untuk
melakukan penelitian ini.
7B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu
penulis untuk mengumpulkan data di lapangan.8 Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah rumusan masalah deskriptif.
Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang
memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang
akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.9 Berdasarkan dari uraian
latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran manajemen kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana gambaran visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng ?
3. Bagaimana peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam
mengaplikasikan visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Berberapa literatur menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan
batasan masalah yang berisi pokok masalah sebagai parameter penelitian. Dalam
penelitian ini yang berjudul perananan manajemen kebijakan pendidikan dalam
mengaplikasikan visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng,
yang menjadi fokus penelitiannya yaitu pertama manajemen kebijakan pendidikan
berisi tentang (1) perumusan kebijakan, (2) sistem pengambilan keputusan, dan
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. 22; Bandung: Alfabeta, 2015), h.288.
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 289.
8(3) implementasi kebijakan pendidikan. Fokus penelitian kedua yaitu visi misi
sekolah berisi tentang implementasi visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng.
2. Deskripsi Fokus
Deskripsi fokus merupakan penegasan untuk menjabarkan fokus penelitian
terkait batasan masalah yang akan diteliti dari peranan manajemen kebijakan
pendidikan dan pengaplikasian visi dan misi mulai dari variabel manajemen
kebijakan pendidikan serta visi dan misi sekolah. Adapun deskripsi  fokusnya
sebagai berikut:
a. Manajemen Kebijakan Pendidikan
Manajemen mengandumg arti sebagai suatu proses kegiatan usaha
mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Kebijakan yang
dimaksud dalam penelitian ini ialah kemahiran dan kebijaksanaan seorang kepala
sekolah dalam membuat keputusan. Serta pendidikan merupakan usaha dasar yang
dilakukan keluarga, masyarakat dan pemerintahan, melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran yang berlangsung di sekolah.
Berdasarkan penjabaran di atas maka manajemen kebijakan pendidikan
adalah kemahiran dan kebijaksanaan seorang pembuat kebijakan dalam membuat
suatu keputusan melalui pertimbangan yang didasarkan atas ketentuan dari
pimpinan, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan
sebagai pedoman dalam membuat keputusan yang selanjutnya menjadi dasar
untuk mengoperasikan pendidikan.
a) Perumusan kebijakan pendidikan
Perumusan kebijakan pendidikan merupakan tahap urgen dari sebuah
proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh
pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang
9dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama. Tahap perumusan kebijakan
melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan
untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi
tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.
b) Sistem pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan
menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan
dalam mencapai tujuan yang diinginkan.10 Dengan demikian sistem pengambilan
keputusan merupakan kegiatan dalam memilih alternatif solusi yang tepat dari
berbagai alternatif yang ada dengan mempertimbangkan hasil yang maksimal.
c) Implementasi kebijakan pendidikan
Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tidakan yang
dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu
tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan
keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk
mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan.11
Dengan demikian, maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan
aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan disahkan.
b. Visi dan Misi
Visi merupakan cita-cita sekolah dan gambaran masa depan yang
diinginkan bersama dan misi merupakan program untuk mewujudkan visi
tersebut.
10Engkoswara, Administrasi Pendidikan, (Cet. III; Bandung: Alfabeta 2012), h. 104
11Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, (Cet. I;
Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 132.
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Adapun yang menjadi fokus penelitian pada variabel visi dan misi ini
adalah implementasi visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng. Implementasi visi dan misi merupakan kemampuan pemimpin dalam
menjabarkan dan menterjemahkan visi dan misi kedalam tindakan.
D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan
obyek kajian dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah
yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
Faridatul Mardlotillah dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi
Kebijakan Sekolah dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter melalui
Program Pembiasaan Membaca Al-qur’an” menyimpulkan bahwa:
1. Bentuk implementasi program pembiasaan membaca Al-qur’an merupakan
hasil keputusan pihak sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter di
sekolah. Sasaran utama program ini adalah  peserta didik  yang dibimbing oleh
guru  yang dilaksanakan  selama 10 menit dengan membaca surat-surat Al-
Qur’an setiap hari secara bersama-sama dan kontinyu.
2. Faktor pendukung program membaca Al-qur’an  adalah adanya dukungan dari
seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam membina dan membimbing
pelaksanaan secara intensif sehingga membentuk budaya sekolah sesuai
dengan Visi dan Misi sekolah. Sarana dan prasana yang menunjang
pelaksanaan  program  menjadi  lebih  maksimal. Faktor yang menjadi
kendala program membaca Al-qur’an adalah dari lingkungan sekitar sekolah,
sulitnya masyarakat dan orang tua yang kurang memberikan dukungan baik.
Dari lingkungan sekolah, kurangnya kedisiplinan pelaku yang dapat
menjadikan ketidakefektifan pelaksanaan program dan kurangnya penanganan
langsung jika terjadi pelanggaran.
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3. Dampak setelah ditetapkannya implementasi program pembiasaan dalam
upaya pengembangan pendidikan karakter adalah kondisi sekolah yang
semakin kondusif, terjadi hubungan  kekerabatan antara  peserta didik  dengan
peserta didik  dan peserta  didik dengan  guru.  Dampak  terhadap  lingkungan
terlihat signifikan dengan pelaku (peserta didik) senantiasa mengaplikasikan
program ini di rumah.12
Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh Ahmad Calam dan Amnah
Qurniati dalam jurnalnya yang berjudul “Merumuskan Visi dan Misi Lembaga
Pendidikan” bahwa:
1. Penyusunan visi dan misi sekolah bukan hal yang mudah, perlu kajian
yang mendalam dan melibatkan semua stakeholders sehingga apa yang
diinginkan tercakup di dalamnya.
2. Visi dan misi sekolah memuat banyak hal yang besar seperti tujuan yang
ingin dicapai sampai hal yang kecil namun sangat urgen seperti anggaran
tahunan,  semua ini harus direncakan dengan sebaik-baiknya sehingga
dalam pelaksanaan identitas sebuah sekolah dapat terlihat hanya dengan
membaca visi dan misinya.
3. Dalam tatanan praktis penyusunan visi dan misi bukan hal yang mudah
walaupun semua stakeholders dilibatkan tetapi masih saja kesulitan, oleh
karena  itu diperlukan supervisi ketika kesulitan ini terjadi.
4. Dalam mewujudkan sekolah yang memiliki kualitas baik perlu
direncanakan  dan dilakukan rekayasa. Dalam  hal ini sekolah perlu
12Faridatul Mardlotillah , “Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Upaya Pengembangan
Pendidikan Karakter melalui Program Pembiasaan Membaca Al-Qur’an” , Jurnal Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan, Vol. 1 no.  2 (Juli 2013), h. 154. ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-
7615150 http://www.google.com.kemahasiswaan.unimed.ac.
id/jurnal/JURNAL%20GENERASI%20 (Diakses 30 Agustus 2016).
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merumuskan visi, misi,  prinsip dan tujuan sekolah yang terintregrasi
dalam perencanaan sasaran dan strategis sekolah.
5. Dalam merumuskan visi, misi, prinsip dan tujuan harus menjawab tentang:
Bagaimana gambaran sekolah yang ingin diwujudkan? Produk/layanan apa
yang  akan diberikan dalam rangka mewujudkan misi? Bagaimana kondisi
yang  akan iwujudkan sekolah? Langkah apa saja yang akan dilakukan
dalam mewujudkan  kondisi sekolah dimasa yang akan datang?.13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan memuat
beberapa persoalan yang dituangkan dalam rumusan masalah maka perlu
dikemukakan tujuan dan kegunaannya.
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, menemukan
peranan manajemen kebijakan dalam pengaplikasian visi dan misi yang telah
dirumuskan oleh SMK Negeri 1 Bantaeng. Adapun tujuan khususnya pada
penelitian ini ialah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui gambaran manajemen kebijakan pendidikan di SMK
Negeri 1 Bantaeng.
b. Untuk mengetahui gambaran visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng.
c. Untuk mengetahui peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam
mengaplikasikan visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng.
2. Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan yang dapat dipetik pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :
13Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, “Merumuskan Visi dan Misi Lembaga
Pendidikan,” Jurnal Ilmiah Saintikom Sains dan Komputer,Vol. 15 No 1 (Januari 2016), h. 67.
ISSN : 1978-6603, https://www.google.com/?client=firefox#q=jurnal+visi+misi+pendidikan.
(Diakses 30 Agustus 2016).
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a. Kegunaan ilmiah
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan
memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan khususnya tentang teori
manajemen kebijakan pendidikan  dan perannya dalam pengaplikasian visi dan
misi yang telah dirumuskan oleh  sekolah.
b. Kegunaan praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemangku pendidikan terutama bagi kepala sekolah
maupun calon kepala sekolah serta tenaga kependidikan yang lainnya,
dalam mencapai tujuan pendidikan baik tujuan pendidikan nasional
maupun tujuan institusional, tujuan kurikuler serta tujuan instruksional
dibutuhkan perencanaan yang matang dan manajemen yang berkualitas
sehingga kepala sekolah dituntut untuk mampu mengambil kebijakan
dengan merumuskan visi dan misi dalam lembaga sekolahnya.




A. Manajemen Kebijakan Pendidikan
Manajemen kebijakan pendidikan adalah kemahiran dan kebijaksanaan
seorang pembuat kebijakan dalam menetapkan suatu keputusan melalui
pertimbangan yang didasarkan atas ketentuan dari pimpinan, pertimbangan
tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman dalam
membuat keputusan yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengoperasikan
pendidikan. Untuk membahas lebih lanjut maka peniliti akan menguraikan
beberapa teori berikut:
a. Pengertian dan Karakteristik Manajemen Kebijakan Pendidikan
1) Pengertian Manajemen Kebijakan Pendidikan
Manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu
melalui kegiatan kerjasama dengan orang lain. Meskipun cenderung mengarah
pada fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan
manajemen. Manajemen sering diartikan sebagai seni, ilmu, sistem, proses, dan
fungsi.14
Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa
Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan
mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk
mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan
pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima
14Hasibuan, “Dasar-Dasar Perbankan”, dalam Kompri, Manajemen Pendidikan, (Cet. I;
Jakarta: Alfabeta, 2015), h. 1.
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pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar
tujuannya.15
Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah
tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan
dituliskan untuk dipedomi oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta
interaksinya dengan lingkungan eksternal.16
Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan penggabungan dari
kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan
pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Dengan demikian, kebijakan
pendidikan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan.17
H.A.R. Tilar dan Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan
merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis
pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk
mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun
waktu tertentu.
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal
organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk
menciptakan tata nilai baru dalam organisasi dalam hal ini terkait dengan
kebijakan pendidikan di sekolah.
Dalam mengelola satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis
tentunya merupakan tanggung jawab menteri sebagai sistem pendidikan nasional
memerlukan kebijakan untuk mampu menciptakan masa depan yang lebih baik.
15Syafaruddin, Efektivitas kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi
Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 75.
16Syafaruddin, Efektivitas kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi
Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, h. 77.
17Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi,. 37.
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Menciptakan kebijakan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
pembangunan sehingga mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan
yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab membangun
bangsanya.
Kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan
atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat
situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan
pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan
perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar
tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.
Oleh sebab itu sekolah sebagai lembaga atau organisasi yang
melaksanakan pendidikan formal sebagai sistem pendidikan nasional, harus
mampu berperan dalam menentukan masa depan generasi muda. Dalam
pelaksanaan sistem pendidikan diperlukan kebijakan dalam meningkatkan mutu.
Sehingga, diperlukan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan
peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan dengan proses
pembudayaan. Proses pembudayaan maksudnya ialah proses memanusiakan anak
sehingga potensinya menjadi aktual dalam kematangan  dan kemandirian
hidupnya. Suatu proses yang mampu memenuhi pendidikan anak sebagai
kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Untuk itu peranan pendidikan harus
terus ditingkatkan sejalan dengan besarnya tantangan yang dihadapi setiap
sekolah.
2) Karakteristik Manajemen Kebijakan Pendidikan
Dalam bukunya Yoyon Bahtiar Irianto karakteristik etika kebijakan dalam
konteks manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:
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1. Kebijakan pendidikan diperoleh melalui penemuan empiris dengan
menggunakan prosedur dan teknik ilmiah.
2. Kriteria, alat dan prosedur yang dipergunakan dalam menganalisis
kebijakan pendidikan bersifat relatif untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang
pendidikan.
3. Masing-masing implementasi kebijakan pendidikan harus menghasilkan
produk dan dampak yang bernilai, baik yang bersifat intrinstik dan
ekstrinsik.
4. Nilai baik pada setiap situasi implementasi kebijakan pendidikan terletak
pada proses aktif.
5. Sikap yang baik adalah yakin bahwa kondisi implementasi kebijakan
pendidikan pada suatu saat akan bernilai baik dan buruk tergantung apa
yang telah, sedang dan akan diusahakan.18
Adapun karakteristik kebijakan pendidikan, menurut Ali Imron memiliki
karakteristik berikut:
1. Memiliki tujuan pendidikan; kebijakan pendidikan harus memilih tujuan
pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada
pendidikan.
2. Memiliki aspek legal-formal; kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat
konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah
wilayah hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah
tersebut.
3. Memiliki konsep operasional; kebijakan pendidikan sebagai panduan yang
bersifat umum harus mempunyai manfaat operasional agar dapat
18Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model,
(Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.
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diimplementasikan. Adapun konsep operasional dalam bidang pendidikan
adalah sebagai berikut:
1) Dibuat oleh yang berwenang; dibuat oleh para ahli dibidang pendidikan
seperti para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan,
dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan.
2) Dapat dievaluasi; kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan
memerlukan evaluasi untuk ditindak lanjuti. Jika baik, kebijakan
tersebut dipertahankan atau dikembangkan. Jika mengandung kesalahan
maka kebijakan tersebut harus diperbaiki.
3) Memiliki sistematika; kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika
yang jelas, menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya.
Sistematika tersebut dituntut memiliki efektifitas dan efisiensi yang
tinggi.19
b. Tujuan dan Model-Model Kebijakan Pendidikan
1) Tujuan kebijakan pendidikan
Dalam merumuskan kebijakan pendidikan perlu pemahaman tentang
pandangan terhadap tujuan kebijakan yaitu (1) tujuan kebijakan dilihat dari
tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, (3)
tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.20
1. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat
Tujuan kebijakan berdasarkan tingakatan masyarakat, dapat ditelusuri dari
hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan dapat membentuk seseorang
menjadi lebih baik sebelum ia dididik. Melalui pendidikan diajarkan bagaimana
19Ali Imron, “Kebijakan Pendidikan Indonesia”, dalam Ahmad Rusdiana, Kebijakan
Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 38.
20Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, (Cet. I;
Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 39.
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nilai-nilai kebaikan kepada seseorang, sehingga ia mengetahui mana yang baik
mana yang buruk. Jadi pendidikan merupakan proses menyempurnakan harkat
dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus.
2. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi
Tujuan kebijakan berdasarkan tingakatan politisi dapat ditelusuri dari
sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang
berbeda. Pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan
keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga Negara yang
benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih
mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin
demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran
dan tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara lebih baik dibandingkan dengan
yang kurang berpendidikan.
3. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi
Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi dapat ditelusuri dari
kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dengan alasan
sebagai berikut:
a) Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, pendidikan
dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk hidup. Secara umum, terbukti bahwa semakin
berpendidikan seseorang, tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini
karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan
yang tidak berpendidikan.
b) Investasi pendidikan memberikan nilai balik yang lebih tinggi daripada
investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah
perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai
20
pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah
seseorang memasuki dunia kerja.
2) Model-model kebijakan pendidikan
1. Model deskriptif
Model deskriptif menurut Suryadi dan Tilaar adalah suatu prosedur atau
cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni
maupun terapan untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat.
Sedangkan menurut Cohn model deskriptif adalah pendekatan positif yang
diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan suatu “state of the
art” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu
diketahui para pemakai. Jadi model deskriptif ini dapat menerangkan apakah
fasilitas pembelajaran sudah memadai, kualifikasi pendidikan guru memenuhi
persyaratan, anggaran untuk pembelajaran dan sebagainya.21
2. Model normatif
Model normatif merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu
norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan
suatu masalah. Model normatif membantu menentukan tingkat kapasitas
pelayanan yang optimum, pengaturan volume dan waktu yang optimum, dan
keuntungan optimum pada investasi publik. Karenanya masalah-masalah
keputusan normatif adalah mencari nilai-nilai variabel terkontrol (kebijakan) akan
menghasilkan manfaat terbesar (nilai), sebagaimana terukur dalam variabel
keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan.22
21Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta,
2013) , h. 104
22Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 105.
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3. Model verbal
Model verbal dalam kebijakan diekspresikan dalam bahasa sehari-hari,
bukan bahasa logika simbolis dan matematika sebagai masalah substansif. Dalam
menggunakan model verbal, analisi bersandar pada penilain nalar untuk membuat
prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen
kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti.23
4. Model simbolis
Model simbolis ialah model yang menggunakan simbol-simbol matematis
untuk menerangkan hubungan variabel-variabel kunci yang dipercaya menciri
suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal dari suatu masalah kebijakan
diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam dan menggunakan
metode-metode matematika, statistika, dan logika.24
5. Model prosedural
Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-
variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan
solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat
hubungan yang mungkin.25
6. Model pengganti dan perspektif
Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah
substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah
formal adalah representasi yang sah dari masalah yang substantif. Adapun model
perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak sepenuhnya
mewakili secara sah masalah substantif. Sebaliknya, model perspektif dipandang
23Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, h. 48.
24Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 106.
25Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 107.
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sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menerangkan
masalah substantif.
c. Aspek-Aspek dan Perumusan Kebijakan Pendidikan
1) Aspek-aspek kebijakan pendidikan
Aspek-aspek yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan ialah
konteks kebijakan itu sendiri. Hal ini karena kebijakan tidak muncul dalam
kehampaan, tetapi dikembangkan dalam konteks separangkat nilai, tekanan,
kendala, pengaturan struktural tertentu, tanggapan terhadap masalah-masalah
tertentu, dan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang. Adapun aspek-aspek
tersebut ialah:
1. Pelaku kebijakan/Aktor kebijakan
Aktor kebijakan pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu para pelaku
resmi dan pelaku tidak resmi. Pelaku resmi kebijakan pendidikan adalah
perseorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggung jawab berkenaan
dengan pendidikan. Adapun aktor tidak resmi kebijakan pendidikan adalah
individu atau organisasi yang terdiri atas kelompok kepentingan, partai politik,
dan media.26
2. Implementasi kebijakan
Aspek implementasi merupakan aspek yang paling penting karena aspek
inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan.
Implementasi kebijakan lebih bersifat praktis termasuk di dalamnya
mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat
disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik
yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun
operasional yang ditempuh dalam mewujudkan kebijakan menjadi kenyataan.
26Mudjia Raharjo, “Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer” dalam Ahmad
Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, h. 42
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Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R
Tilar dan Riant Nugroho (Arif Rohman, 2009: 120) adalah sebagai berikut:
1. Keseluruhan hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia
dilingkungan kemanusiaan
2. Penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
3. Kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan
meliputi proses analisi kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan,
dan evaluasi.
4. Validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki
pendidikan.
5. Ditujukan pada kebutuhan peserta didik.
6. Diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis.
7. Penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
8. Berdasarkan efisiensi.
9. Tidak berdasarkan kekuasaan.
10. Tidak berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang rasional.
11. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.27
2) Perumusan Kebijakan
Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan
wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah
otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi.
Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, adanya wewenang yang
diberikan kepada hirarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan merupakan ciri penting adanya desentralisasi. Dalam
27Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, h. 43-44.
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pengelolaan pendidikan di sekolah, ini berarti adanya pelimpahan wewenang
kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan
(stakeholders pendidikan) untuk ikut serta bertanggungjawab dalam
memajukan sekolah.28
Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses
kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh
pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang
dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan
mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara
berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan
melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan
untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi
tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.
Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi
terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah serta kemudian
mengidentifikasi dan mendesain seperangkat kebijakan spesifik yang dapat
mewakili setiap pendekatan. Tahap perumusan juga melibatkan proses
penyusunan draft peraturan untuk setiap alternatif yang isinya mendeskripsikan
mengenai sanksi, hibah, larangan, hak, serta mengartikulasikan kepada siapa atau
kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampak, dan lain-lain.
Pernyataan itu juga didukung oleh pernyataan Jann dan Wegrich serta Anderson.
Menurut Jann dan Wegrich, di dalam tahap perumusan kebijakan, permasalahan
kebijakan, usulan proposal, dan tuntutan masyarakat ditransformasikan kedalam
sejumlah program pemerintah. Perumusan kebijakan dan juga adopsi kebijakan
28Hartorajih, “Kerangka Kerja Analisis Kebijakan Pendidikan”, Hartorajih blogspot
dalam http://hartorajih.blogspot.co.id/2014/11/makalah-kebijakan-pendidikan.html (23 Juli 2016).
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akan meliputi definisi sasaran, yaitu apa yang akan dicapai melalui kebijakan serta
pertimbangan-pertimbangan terhadap sejumlah alternatif yang berbeda.
Jann dan Wegrich mengemukakan dua faktor utama yang menentukan
alternatif kebijakan akan diadopsi menjadi kebijakan, yaitu:
a. Penghilangan alternatif kebijakan akan ditentukan oleh sejumlah
parameter susbtansial dasar, misalnya kelangkaan sumberdaya untuk dapat
melaksanakan alternatif kebijakan. Sumberdaya ini dapat berupa
sumberdaya ekonomi maupun dukungan politik yang didapat dalam proses
pembuatan kebijakan.
b. Alokasi kompetensi yang dimiliki oleh berbagai aktor juga memainkan
peranan penting dalam penentuan kebijakan.29
Perumus kebijakan perlu mempertimbangkan sejumlah hal yang dapat
meningkatkan peluang berhasilnya proposal kebijakan yang dirumuskannya.
3) Sistem Pengambilan Keputusan
Keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu
diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah
yang dihadapi.30 Keputusan-keputusan itu dilaksanakan pada setiap kegiatan.
Seorang kepala sekolah berhasil dalam memimpin jika ia mampu dalam
mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat. Dalam Owens dijelaskan bahwa
ada beberapa langkah umum pengambilan keputusan, yaitu:
a. Mendefinisikan masalah
b. Menganalisis masalah
29Darmawati, ”Proses Perumusan Kebijkan”, Darmawati blogspot dalam
http://darmawaty-malik.blogspot.co.id/2012/02/darmawaty-malik-proses-perumusan.html (22 Juli
2016).




c. Mengembangkan alternatif solusi
d. Merumuskan solusi terbaik dan
e. Memindahkan keputusan ke dalam tindakan efektif.31
Kemampuan seorang Kepala Sekolah dalam membuat keputusan dapat
ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori dan teknik pembuatan
keputusan. Dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam pembuatan
keputusan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang
dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.
Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi
dan manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan
pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut. Keputusan-
keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan
alternatif program dan prioritasnya.
Idealnya Kepala Sekolah dalam kepemimpinannya melekat wewenang dan
tanggung jawab menyusun program kerja, melaksanakan dan mengevaluasi
dengan mengarahkan personel sekolah dalam melakukan program sekolah.
Dijelaskan Morphet bahwa pimpinan setiap organisasi harus mempermudah
proses pengambilan keputusan dan komunikasi keputusan terhadap semua
anggota organisasi serta masyarakat untuk mendapat dukungan melaksanakan
keputusan.32
Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi
masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan
perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Begitu pun dalam tahap
implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, Kepala Sekolah harus
31Engkoswara, Administrasi Pendidikan, (Cet. III; Bandung: Alfabeta 2012), h. 107
32Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 108
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membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan usaha sesuai
dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan
yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil
pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan
keputusan yang telah dilakukan.
Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses
pengambilan keputusan. Arroba menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi proses
pengambilan keputusan, yaitu: (1) informasi yang diketahui perihal
permasalahan yang dihadapi; (2) tingkat pendidikan; (3) personality; (4) coping,
dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan
(proses adaptasi); dan (5) culture. Hal senada dikemukakan Siagian bahwa
terdapat aspek-aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Adapun aspek internal tersebut antara lain :
1. Pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung
maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan. Biasanya semakin luas pengetahuan seseorang semakin
mempermudah pengambilan keputusan.
2. Aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi
besar peranannya bagi pengambilan keputusan.
Sementara aspek eksternal dalam pengambilan keputusan, antara lain :
1. Kultur. Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi
perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan
keputusan.
2. Orang lain. Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu
melihat contoh atau cara orang lain (terutama orang dekat) dalam
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melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain
dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada
perilaku individu dalam mengambil keputusan.33
Dalam membuat suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan
yang ditimbulkan dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi
dibutuhkan informasi yang cukup baik dari internal maupun eksternal organisasi
guna mengambil keputusan yang tepat dan cepat.
Pada akhirnya, kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
merupakan bagian dari kegiatan administrasi dimaksudkan agar permasalahan
yang akan menghambat roda organisasi dapat segera terpecahkan dan
terselesaikan sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.34
4) Implementasi Kebijakan Pendidikan
Impelementasi kebijakan pendidikan merupakan aktualisasi kebijakan
pendidikan yang telah disahkan, bergantung cara pelaksanaannya di lapangan.
Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan ada pada implementasinya.35
Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi
kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh
individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
pencapaian tujuan kebijakan yang yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan
yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam
33Akhmad Sudrajat, “Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan” Blog
Akhmad Sudrajat. https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/25/konsep-pengambilan-
keputusan-dalam-manajemen-pendidikan/ (23 Juli 2016).
34Ahmad Kurnia, “Teori Pengambilan Keputusan”, Ahmad Kurnia blospot
http://teknikkepemimpinan.blogspot.co.id/2013/03/teori-pengambilan-keputusan.html (23 Juni
2016).
35Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, h. 146
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istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar
dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.36
Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.
Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Novi Hendra berpendapat bahwa
Implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk
melaksanakan suatu kebijaksanaan.37 Implementasi kebijakan merupakan
rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan
haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada
tiga hal yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.
Pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari
sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan
masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah
dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga,
apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi
kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.38
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan cara untuk melaksanakan suatu kebijakan agar
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Arif Rohman menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan
kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu: (1) faktor
36Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, h. 132.
37Ali Mufiz, Pengantar Administrasi Negara, (Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud,
1999), h. 108.




rumusan kebijakan, (2) faktor personel pelaksana, dan (3) faktor sistem organisasi
pelaksana.39
1. Faktor rumusan kebijakan
Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para
pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat
atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan
terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
2. Faktor personel pelaksana
Faktor yang terletak pada personel pelaksana, yaitu yang menyangkut
tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja,
kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerja sama dari para pelaku
pelaksana kebijakan.
3. Faktor sistem organisasi pelaksana
Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yaitu menyangkut
jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi
pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pimpinan organisasinya, aturan main
organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang
biasa digunakan serta evaluasi yang dipilih.
George C Edward III menyatakan bahwa kebijakan dipengaruhi 4 hal
pokok yaitu:
1. Komunikasi
Setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi
efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran.
Komunikasi ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok
39Arif Rohman, “Kebijakan Pendidikan: Ideologi, proses politik, dan peran Birokrasi
dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan”, dalam Ahmad Rusdiana, Kebijakan
Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi, h. 138-139.
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sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan
dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
Kebijakan dapat diimplementasikan atau disosialisasikan melalui komunikasi
yang baik dan tepat.
2. Sumber Daya
Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik
sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia
adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas yang dapat melingkupi seluruh
kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas
sebuah program. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi
program/kebijakan. Sumber daya finansial menjamin keberlangsungan
program/kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai program tidak akan
berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran
3. Disposisi (Komitmen)
Karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan. Karakter
yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan
demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan
senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program. Kejujuran
mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asas program yang telah
ditentukan. Komitmen dan kejujuran yang membawanya senantiasa antusias
dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang
demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan
anggota kelompok sasaran.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek
struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan
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struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya
sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan
dalam program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang
jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan
menjadi acuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan struktur
organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang
dan kompleks.40
B. Visi dan Misi
1) Pengertian Visi dan Misi
Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang
merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya
dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global
sebagai tantangan zaman. 41
Visi merupakan cita-cita sekolah dan misi merupakan program untuk
mewujudkan visi tersebut.
Visi sekolah yaitu tujuan sekolah jangka panjang, bisa lima atau sepuluh
tahun ke depan. Untuk mewujudkan visinya, sekolah menyusun misi yang berisi
sejumlah program dan kegiatan jangka pendek dan menengah. Visi disusun sesuai
kemampuan sekolah, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan tuntutan
masyarakat. Secara bertahap visi sekolah harus mengalami kemajuan dan
peningkatan sebagai bukti bahwa sekolah bergerak maju bukan stagnan apalagi
mundur.
40Prasko, “Faktor Penentu Implementasi Kebijakan”, Prasko blogspot dalam
http://prasko17.blogspot.co.id/2012/07/faktor-penentu-implementasi-kebijakan.html 23 juli 2016)
41Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Cet. III; Bandung:
Alfabeta, 2010), h.143.
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Visi memotivasi warga sekolah dalam bekerja, melaksanakan program
rutin dan program pengembangan. Jika warga sekolah tidak ikhlas dan baik dalam
bekerja, maka program tidak akan terlaksana dengan baik, dan berakibat pada
kegagalan pencapaian visi sekolah.42
Oleh karena itu, visi dan misi sekolah harus dipahami dengan baik oleh
setiap warga sekolah mulai dari pimpinan sampai kepada staf terbawah. Seorang
pemimpin atau kepala sekolah harus mampu memberikan pemahaman mengenai
visi yang hendak dilaksanakan kepada seluruh warga sekolah karena visi dan misi
dibuat bukan hanya kepentingan kepala sekolah saja melainkan untuk seluruh
warga sekolah. Bersosialisasi tidak cukup jika hanya dilakukan sekali atau dua
kali melainkan harus berkali-kali agar supaya seluruh warga sekolah paham betul
dan mampu bekerja pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan dari perumusan
visi tersebut.
2) Proses Pembuatan Visi
Pembuatan visi adalah sebuah perjalanan, dari hal yang sudah diketahui ke
hal yang belum diketahui. Visi menciptakan masa depan dengan menggabungkan
fakta, harapan, impian, bahaya, dan peluang.43
Visi sekolah adalah sebuah agenda tujuan prestasi yang harus dicapai
dalam aktifitas sekolah. Sejalan dengan itu Beach mengemukakan proses
merumuskan visi dimulai dengan ide-ide kreatif atau dengan menciptakan ide-ide
baru dengan menggali dari tuntutan lingkungannya. Apabila visi telah dirumuskan
dengan baik dan sempurna, selanjutnya dirumuskan misi dan statemen misi
dijadikan acuan menyusun rencana dan program.
42Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan : Teori, Kebijakan, dan Praktik, ( Cet. I; Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015) h. 254.
43Cynthia D. Scott, dkk., Organizational Vission, Values, and Mission, terj. Ati Cahayani,
Visi, Nilai, dan Misi Organisasi, (Cet. I; Jakarta: Indeks, 2010), h. 3.
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Quigley mengemukakan visi adalah aspirasi yang dijadikan elemen
fundamental dalam pandangan organisasi dengan alasan yang jelas dan konsisten
dengan nilai-nilai sekolah. Visi terbentuk dengan dasar kecerdasan penghayatan
nilai-nilai, pengetahuan dan pengalaman, kemampuan khusus yang konseptual,
pemecahan masalah serta daya-daya perilaku lain yang dijadikan unggulan.44
Visi tercipta dari kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi
profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi pemikiran
mendalam dengan pengikut/personel lain, yaitu berupa ide-ide ideal tentang cita-
cita organisasi dimasa depan yang ingin diwujudkan bersama.
Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan
pengalaman profesional, interaksi dan komunikasi, penemuan keilmuan serta
kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir (mindset) tertentu.45
Bagi suatu organisasi visi memiliki peranan yang penting dalam
menentukan arah kebijakan dan karakteristik organisasi tersebut. Ada beberapa
hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut Bryson
antara lain:
1. Visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi.
2. Visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (stakeholder)
3. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan
organisasi yang penting.46
Sebuah organisasi sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas akan
mampu mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Organisasi harus mampu
44Jamaluddin, “Efektivitas Kepemimpinan Manajerial Kepala Sekolah dengan Pendekatan
Visioner di MAN Binamo Kab. Jeneponto”, Skripsi (Makassar: Fak Tarbiyah dan Keguruan UIN
Alauddin,2012) h. 38.
45Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, h.142-143.
46John M. Bryson, Perencanaan Strategis bagi Organisasi social, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), h. 213.
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melihat fakta dengan memperhitungkan tantangan dan peluang serta tidak
melupakan harapan dan impian-impiannya dalam membentuk visi dan misi. Oleh
sebab itu dalam pembuatan visi dibutuhkan kreatifitas untuk memberikan solusi
dan jawaban dari tantangan-tantangan yang bisa jadi penghalang terhadap
pencapain tujuan pendidikan.
Dengan pembuatan visi akan mampu meningkatkan kinerja sekolah,
karena visi merupakan inti yang mengendalikan organisasi, dan seluruh warga
sekolah mengetahui tujuan dan alasan mengapa organisasi dibentuk. Dengan
begitu organisasi menjadi kuat dengan komitmen seluruh warga sekolah untuk
dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara tepat dan benar dengan begitu visi
akan tercapai.
3) Menetapkan Misi
Misi merupakan tujuan utama yang dibentuk oleh orang, tim, atau
organisasi. Misi disimpulkan dalam pernyataan yang singkat, jelas dan memberi
inspirasi yang memusatkan perhatian di dalam satu arah yang jelas dengan
manfaat dari keunikan individu, bisnis, atau kelompok.47
Misi merupakan rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang jelas akan sangat membantu
pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan
kepuasan masyarakat, termasuk di dalamnya efisiensi penggunaan anggaran.
Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas arti penting eksistensi organisasi,
karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi. Dengan demikian misi
ini haruslah menyatakan:
1. Menunjukkan dengan jelas apa yang dianggap penting dan bidang kegiatan
utamanya,
47Cynthia D. Scott, dkk., Organizational Vission, Values, and Mission, terj. Ati Cahayani,
Visi, Nilai, dan Misi Organisasi, h. 4.
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2. Mengandung secara eksplisit apa yang akan dicapai dan kegiatan spesifik
yang harus dilakukan untuk mencapainya,
3. Keterlibatan masyarakat yang luas terhadap bidang utama yang digeluti
organisasi.48
Dengan begitu, misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan
visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas,
kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.
Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang
dituangkan dalam visi.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah
antara lain:
1. Pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa
yang hendak dicapai oleh sekolah.
2. Rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan
“tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan” sebagaimana
pada rumusan visi.
3. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara
indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat
benang merahnya secara jelas.
4. Misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan
diberikan pada masyarakat (siswa).
5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing
yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah.49
48Engkoswara, dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, h. 138.





Impelemtasi visi merupakan kemampuan pemimpin dalam menjabarkan
dan menterjemahkan visi kedalam tindakan. Visi merupakan peluru bagi
kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam menentukan masa depan organisasi
apabila diimplementasikan secara komperhensif. Kepemimpinan yang bervisi
bekerja dalam empat pilar yaitu: (1) penentu arah, (2) agen perubahan, (3) juru
bicara, (4) pelatih dan komunikator.50
Setiap pemimpin dipilih karena dianggap memiliki visi dan misi yang
jelas, dan sebaiknya seseorang sulit untuk menjadi pemimpin jika ia dianggap
tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Kejelasan visi dan misi mampu memberi
arah bagi kelanjutan suatu organisasi di masa yang akan datang.51
Visi dan misi yang kuat sangat penting, tetapi keduanya tidak cukup
sendirian untuk membuat kekuatan dan kehebatan dalam organisasi. Bagi
organisasi yang ingin sukses, memerlukan cara untuk memindahkan visi dan misi
ke dalam aksi yaitu dibutuhkan strategi. Membuat strategi adalah pekerjaan serius,
merupakan langkah khusus menuju masa depan sehingga pemimpin memiliki
tugas menemukan atau membuat strategi yang cocok untuk mengimplementasikan
visi dan misi sekolah.
Seseorang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner, bila selama
melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin dapat mengelola
proses pendidikannya yang selalu menciptakan inovasi-inovasi dengan
sumberdaya yang tersedia, telah berhasil menciptakan output yang sesuai dengan
visi yang ditetapkan menjadi sumber daya manusia yang handal sesuai dengan
harapan.
50Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, h.145.




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian ilmiah tergolong dalam jenis
penelitian deskriptif  kualitatif yang mengungkapkan tentang keadaan atau situasi
subyek yang diteliti sesuai dengan fakta saat penelitian dilakukan yang berkaitan
dengan peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi
dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng.
b. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah di SMK Negeri 1 Bantaeng, sekolah tersebut merupakan
salah satu sekolah kejuruan yang terdapat di Kabupaten Bantaeng Provinsi
Sulawesi Selatan di kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng. Sebagai salah
satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang mengutamakan mutu,
sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah ada peran manajemen kebijakan
dalam pengaplikasian visi dan misi yang terdapat di sekolah tersebut.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk
mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.52 Kaitannya dengan penelitian
ini, pendekatan dapat dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian tentang
“Peranan Manajemen Kebijakan Pendidikan dalam Mengaplikasikan Visi dan
Misi di SMK Negeri 1 Bantaeng”. Adapun pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yakni pendekatan fenomenologik. Pendekatan fenomenologik
52Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi
keempat (Cet. I; Jakarta: PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306.
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merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami suatu fakta, gejala-
gejala, maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat
kaca mata ilmiah.53
Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan fenomenologik digunakan
untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara obyektif yang
berkaitan dengan peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam
mengaplikasikan visi dan misi.
C. Sumber Data
Sumber data adalah tempat, orang atau benda di mana penulis dapat
mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan
variabel yang diteliti.54
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh
Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga
elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), aktivitas (activity) yang berinteraksi
secara sinergis55. Oleh Suharsimi Arikunto, untuk mempermudah
mengidentifikasi sumber data maka diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yaitu:
1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban
lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. Place , yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam
dan bergerak.
a. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda dan lain-lain.
b. Bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, kegiatan belajar-mengajar, dan
lain sebagainya.
53Pius A. Partanto, Kamus Ilmiyah Populer (Cet. I; Surabaya: Arkola, 2001), h. 175.
54Suharsimi Arikunto, Manajemen penelitian, (Cet. IX; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007),
h. 99.
55Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 297.
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3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,
angka, gambar, atau simbol-simbol lain.56
Pada penelitian kualitatif, di sini peneliti memasuki situasi sosial yang
berupa lembaga pendidikan yaitu di SMK Negeri 1 Bantaeng. Melakukan
observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi
sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang diwawancarai dilakukan secara
purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sumber data di sini
ialah bahwa  orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang peneliti harapkan,
sehingga yang menjadi sumber untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan administrator sekolah serta guru
di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data, cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak,
tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat
dipertontonkan penggunaannya.57
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada setting
(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih
banyak pada observasi yang berperan serta (participan observation), wawancara
mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.58
56Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. XV;
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 172.
57Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.
100-101.
58Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 307.
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1) Pengamatan (observation)
Mengamati adalah menatap kejadian, gerak, atau proses.59 Observasi
adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil
kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik
bila dibandingkan dengan metode lain, seperti wawancara dan kuesioner.
Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi
tidak terbatas dengan orang, tetapi juga dengan objek-objek alam yang lain.
Dari pemahaman observasi atau pengamatan di atas, sesungguhnya yang
dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan  dan
pengindraan.60
2) Wawancara (interview)
Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan,
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh
informasi dari terwawancara (interviewer).61
Dalam pelaksanaannya, wawancara dibedakan sebagai berkut:
a. Wawancara Terstruktur (Structured Interwiew)
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa
yang akan diperoleh.62 Oleh karena itu dengan wawancara terstruktur ini setiap
59Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, h. 273.
60Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial Lainnya, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012), h. 118.
61Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, h. 198.
62Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
h. 319.
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responden diberi pertanyaan yang sama, sehingga dalam melakukan wawancara
harus membawa instrumen sebagai pedoman.
b. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview)
Wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk mengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya
berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan.63
Dalam pengumpulan informasi melalui wawancara dilakukan secara lisan
melalui tanya jawab secara langsung terhadap informan, sehingga memperoleh
data yang lengkap sesuai yang dibutuhkan peneliti.
3) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Studi  dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan metode wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu
penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih
kredibel/ dapat dipercaya.64
Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari
penggunaan dokumentasi, yang mengarahkannya untuk mendokumentasikan hal-
hal penting  yang berkaitan dengan perananan manajemen kebijakan pendidikan
dalam mengaplikasikan visi dan misi. Dengan demikian, teknik pengumpulan data
dengan dokumentasi akan sangat mendukung proses penelitian yang dilakukan.
63Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
h. 320.




Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu
metode.65 Instrumen penelitian alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah
diolah.66
Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penulis sendiri,
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan
akan dikembangkan instrumen penelitiannya dengan menggunakan pedoman
observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian
agar dapat menuntun peneliti sekaligus dapat memperoleh informasi dari sumber
data.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif, sehingga
dalam proses pengelohan data dibutuhkan penjelasan yang kemudian dianalisis
yang dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data. Analisis
deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan peranan manajemen kebijakan
pendidikan dalam pengaplikasian visi dan misi organisasi sekolah yang berada di
SMK Negeri 1 Bantaeng dengan mengungkap fakta-fakta yang ada.
Proses pengolahan data selama di lapangan mengikuti teori Miles dan
Huberman. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode
tertentu. Pada saat wawancara penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban
65Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, h. 192.
66Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. XI; Jakarta:
Rineka Cipta, 2002), h.136.
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yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penulis
akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang
dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.
2. Analisis Data
Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan
dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi
yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan
keputusan.67
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan
dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.68
Adapun kegiatan analisis data dalam suatu proses penelitian kualitatif ialah
mendeskripsikan data. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data adalah
menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden,
sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan
hasil penelitian yang dilakukan.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di
lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti
sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban
yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti
akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang
67Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 253.
68Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
h. 333.
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dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data,
yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.69
a. Data reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang pokok yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan penelitian selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.70
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive ia memerlukan
kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih
baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang
lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan
berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan
perkembangan teori yang signifikan.71
Dengan demikian, agar data menjadi lebih rinci dari data yang banyak
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan merangkum dan
mengambil data yang pokok dan penting.
b. Data display (penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
69Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
h. 337.
70Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
h. 338-339.
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Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami.72
Sajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan kata lain,
penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistemik dalam
rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan  sebagai temuan penelitian.73
c. Conclusion Drawing / verification
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel. 74
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga
tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah
penelitian berada di lapangan.
Kesimpulan dalam penelitian diharapkan merupakan temuan baru yang
sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang
72Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G,
h. 341.
73Masykuri Bakri, Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktek
(Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.
74Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 252-253.
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sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi
jelas. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila
ditemukan bukti-buktiyang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data
selanjutnya.
G. Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan
valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang
sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menguji keabsahan data
dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data (credibility). Uji kredibilitas data
atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan
dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,
tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member
chek.75




PERANAN MANAJEMEN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM
MENGAPLIKASIKAN VISI DAN MISI DI SMK NEGERI 1 BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG
A. Gambaran Umum SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
1. Sejarah singkat berdirinya SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
SMK Negeri 1 Bantaeng berdiri pada tahun 1963 yang mana merupakan
kelas jauh dari SMEA Negeri 1 Makassar (SMK Negeri 1 Bantaeng), kelas jauh
ini berlangsung selama 6 tahun hingga 1969. Pada tahun 1969 pemerintah dalam
hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijaksanaan untuk
meningkatkan predikat dari kelas jauh SMEA Negeri 1 Makassar menjadi SMEA
Negeri yang mengelola langsung sekolahnya dengan menetapkan surat keputusan
No. 134/UKK/13/69 tanggal 12 Agustus 1969 dengan status kelas jauh menjadi
SMEA Negeri dengan nama SMEA Negeri 1 Bantaeng yang kini berubah menjadi
SMK Negeri 1 Bantaeng.
SMK Negeri 1 Bantaeng telah dipimpin oleh tujuh orang kepala sekolah
yaitu sebagai berikut:
1. Kepala sekolah pertama, Alimuddin Padui, BA.
2. Kepala sekolah ke dua, M. Isa Rasyidi, Bsc.
3. Kepala sekolah ke tiga, Abdul Aziz, Ba.
4. Kepala sekolah ke empat, Drs. H. Muhajir, M, pd.
5. Kepala sekolah ke lima, Drs. Gunawan Setijo Purnomo, MM.
6. Kepala sekolah ke enam Drs. Syahrir Halido.
7. Kepala sekolah yang ke tujuh Drs. Samsud Samad, MM
Saat ini SMK Negeri 1 Bantaeng dikepalai oleh Bapak Drs. Samsud
Samad, MM yang telah mampu meningkatkan status SMK Negeri 1 Bantaeng dari
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Sekolah Standar Nasional menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
(RSBI).
a. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
 Visi
Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu yang unggul
dalam prestasi, peduli lingkungan, berwawasan global yang didasari iman dan
takwa.
 Misi
a) Membina peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berbudi pekerti
yang luhur.
b) Membentuk peserta didik menjadi manusia cerdas, terampil, dan berjiwa
wirausaha.
c) Membentuk peserta didik menjadi manusia yang kreatif, inovatif, mandiri,
dan mampu bersaing diera global.
d) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah dan sehat yang
berwawasan lingkungan hidup.
e) Mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan sebagai sumber belajar
dalam upaya pelestarian, mencegah pencemaran, dan kerusakan
lingkungan hidup.
f) Mengembangkan kompetensi dan profesional pendidik dan tenaga
kependidikan.
2. Keadaan peserta didik
Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam proses
pendidikan sehingga ukuran keberhasilan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat
dari keberahsilan lulusannya. Di SMK Negeri 1 Bantaeng merupakan sekolah
kejuruan yang memiliki peserta didik yang sangat banyak karena merupakan
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sekolah unggulan yang sangat banyak diminati oleh masyarakat luas. Selain
menanamkan nilai-nilai keagamaan pada setiap peserta didik di SMK Negeri 1
Bantaeng juga membekali peserta didik skill tertentu sesuai jurusan yang dipilih
oleh peserta didik sehingga dapat menunjang kehidupannya bahkan mampu
bersaing diera globalisasi.
Adapun keadaan peserta didik di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng dapat dilihat dari tabel  berikut:
Tabel I
Rekapitulasi Peserta Didik SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng Tahun Ajaran 2016-2017
NO JURUSAN
KELAS X KELAS XI KELAS XII JUMLAH


























23 18 41 22 14 36 18 15 33 63 47 110
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27 15 42 24 10 34 51 25 76
9 Akuntasi 1 6 17 23 3 19 22 4 27 31 13 63 76
10 Akuntasi 2 6 16 22 3 18 21 6 23 29 15 57 72
11 Akuntasi 3 6 16 22 1 19 20 7 35 42
12 Pemasaran 11 13 24 15 15 30 9 12 21 35 40 75
13 Busana Butik 1 0 21 21 0 26 26 0 15 15 0 62 62
14 Busana Butik 2 15 15 0 15 15
TOTAL 161 225 386 118 225 343 92 190 282 371 640 1011
Sumber Data: Kantor SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
Berdasarkan uraian tabel di atas menunjukkan bahwa peserta didik di
SMK Negeri 1 Bantaeng pada tahun ajaran 2016/2017 seluruhnya berjumlah
1.011 dengan jumlah peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 371
orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 640 ini merupakan jumlah
yang sangat besar dikarenakan peminat peserta didik di SMK Negeri 1 Bantaeng
kabupaten Bantaeng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
3. Keadaan pendidik dan tenaga kependidikan
a. Pendidik
Pendidik merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu pendidikan,
dalam proses belajar mengajar pendidik mempunyai tanggung jawab untuk
membantu proses perkembangan peserta didiknya, dalam hal ini pendidik tidak
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semata-mata hanya mengajar, memindahkan ilmu pengetahuan. Namun juga
mamppu memberi contoh yang baik, mampu mengarahkan dan menerapkan
dasar-dasar pendidikan yang berpengaruh terhadap peserta didik secara mental,
moral, spiritual sehingga anak dapat mencapai kematangan yang sempurna.
Adapun keadaan pendidik di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel II





Guru tetap 26 33 59
Guru tidak tetap 4 24 28
Guru bantu pusat - - -
Guru bantu daerah 1 - 1
Jumlah 32 57 89
Sumber Data: Kantor SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
Berdasarkan tabel tersebut SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
memiliki pendidik seluruhnya ada 89 orang karena di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng terdapat 5 jurusan yang tentunya membutuhkan tenaga
pendidik yang banyak. Dengan jumlah pendidik yang banyak dan berkompetensi
akan mampu menjadikan SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng menjadi
sekolah yang berkualitas tinggi karena tidak kekurangan pendidik.
b. Tenaga kependidikan
Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
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Adapun data tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng yaitu pada tabel bel berikut.
Tabel III





Kepala sekolah 1 - 1
Pegawai   tetap 4 4 8
Pegawai tidak tetap 6 5 11
Jumlah 11 9 20
Sumber Data: Kantor SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
Berdasarkan tabel tersebut tenaga kependidikan di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng berjumlah 20 orang merupakan jumlah yang cukup
banyak sehingga sekolah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
berkepentingan di sekolah tersebut karena selain jumlah mereka yang banyak
mereka juga memiliki profesionalisme yang selalu dikembangkan sehingga SMK
Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng menjadi sekolah yang unggul di
Kabupaten Bantaeng.
4. Keadaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng
Keberadaan sarana dan prasarana mempunyai fungsi yang sangat urgen
dalam hal memproses segala kegiatan. Di setiap satuan pendidikan formal maupun
nonformal harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan
pendidikan. Dengan demikian, sarana dan prasarana menjadi salah satu komponen
yang sangat menentukan jalannya proses pendidikan. Tanpa adanya sarana dan
prasarana maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, khususnya
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oleh pendidikan formal yang berdampak terhadap pencapaian tujuan nasioanal
tidak akan tercapai.
Di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah menyiapkan
berbagai macam sarana dan prasarana yang dapat menunjang tercapainya tujuan
dalam proses pendidikan. Adapun gambaran sarana dan prasarana yang ada di
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu pada tabel berikut.
Tabel IV
Sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan
1 Ruang kelas 37 Baik
2 Ruang guru 1 Baik
3 Ruang pimpinan 1 Baik
4 Ruang TU 1 Baik
5 Ruang UKS 1 Baik
6 Ruang konseling 1 Baik
7 Mushollah 1 Baik
8 Ruang OSIS 1 Baik
9 Lapangan olahraga 1 Baik
10 Gudang 1 Baik
11 WC 8 Baik
12 Ruang Komputer 1 Baik
13 Ruang Lab 6 Baik
14 Perpustakaan 1 Baik
15 Kursi 970 Baik
16 Meja 932 Baik
17 Papan tulis 44 Baik
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1 2 3 4
18 Papan pengumuman 3 Baik
19 Papan kegiatan 2 Baik
20 Papan statistic 1 Baik
21 Lemari 23 Baik
22 Mesin ketik 2 Baik
23 Komputer 50 Baik
24 Soket listrik 81 Baik
25 Jam dinding 11 Baik
26 Printer 4 Baik
27 Scanner 1 Baik
28 Filing cabinet 3 Baik
29 Brangkas 2 Baik
30 Telepon 1 Baik
31 Tempat sampah 10 Baik
32 Perlengkapan P3K 3 Baik
33 Tandu 1 Baik
34 Selimut 1 Baik
35 Tempat tidur 1 Baik
36 Tensimeter 1 Baik
37 Thermometer badan 1 Baik
38 Timbangan berat badan 1 Baik
39 Pengukur tinggi badan 3 Baik
40 Media pengembangan 2 Baik
41 Tiang bendera 1 Baik
42 Peralatan olahraga 48 Baik
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43 Pengeras suara 3 Baik
44 Tape recorder 1 Baik
45 Rak 21 Baik
46 Televisi 1 Baik
47 Alat pemadam kebakaran 1 Baik
48 Dokumen kurikulum 30 Baik
49 Buku teks pelajaran 384 Baik
50 Buku referensi 33 Baik
51 Buku pengayaan 322 Baik
52 Globe peta 1 Baik
Sumber Data: Kantor SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang
ada di SMK Negeri 1 Bantaeng telah tersedia berbagai macam sarana yang  cukup
baik dan mamadai sehingga dapat mempermudah proses jalannya pendidikan.
B. Gambaran Manajemen Kebijakan Pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng
Manajemen kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan
pendidikan yang harus dilaksanakan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan
dan ketentuan yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan pendidikan.
Berikut ini merupakan uraian tentang hasil penelitian dengan observasi
dam wawancara bersama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga
kependidikan, dan beberapa guru di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng.
1. Perumusan kebijakan
Di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan
rangkaian kegiatan manajemen kebijakan pendidikan yaitu merumuskan kebijakan
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pendidikan. Adapun cara dalam perumusan kebijakan di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng sesuai yang dijelaskan oleh Wakil Kepala sekolah Ahmad
Idzhar, S. pd, M. Pd yaitu:
Dengan cara melaksanakan rapat secara rutin. Setiap kebijakan yang
diambil melalui mekanisme rapat bersama dengan Dewan guru, bersama dengan
pengurus komite, dan terkadang juga orang tua peserta didik diikut sertakan dalam
rapat tersebut namun ada juga beberapa kebijakan yang dikeluarkan tanpa melalui
mekanisme kesepakatan seperti kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah
menyesuaikan kebutuhan sekolah yang sifatnya mendesak.1
Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses
kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh
pembuat kebijakan yang harus mampu mempertimbangkan pengaruh langsung
yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif tersebut sehingga di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng sebagaimana hasil wawancara penulis kepada
Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd selaku Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum yang
menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yaitu:
Dalam merumuskan kebijakan yang diambil melalui mekanisme rapat
tidak serta merta menerima masukan atau usulan dari berbagai pihak namun
mempertimbangkan hal tersebut dengan keadaan serta kebutuhan sekolah
sehingga dari berbagai macam alternatif pilihan yang kemudian diadopsi menjadi
kebijakan sesuai mekanisme kesepakatan dalam rapat tersebut.2
Adapun kepentingan sekolah dalam memberi pengaruh terhadap proses
perumusan kebijakan sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ahmad
Idzhar, S. Pd, M. Pd selaku Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum yaitu:
Sekolah sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan karena
setiap kebijakan yang dikeluarkan telah dipertimbangkan sesuai dengan
kebutuhan sekolah sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan merupakan
kepentingan sekolah semata.3
1Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
2Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
3Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
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Adapun yang menjadi faktor utama dalam menentukan alternatif kebijakan
yang akan diadopsi menjadi kebijakan sebagaimana hasil wawancara penulis
kepada Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd
yaitu menyesuaikan kebutuhan sekolah.
Pada perumusan kebijakan pendidikan salah satu komponen penting yang
tidak boleh dilupakan adalah perumus atau aktor dalam merumuskan kebijakan
tersebut maka adapun yang menjadi aktor dalam merumuskan kebijakan di SMK
Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil wawancara penulis
kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng Drs.
Samsud Samad M. M. yaitu:
Pertama Kepala sekolah, kedua komite sekolah, ketiga wakil kepala
sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, bidang
hubungan masyarakat, keempat dewan guru, kelima orang tua peserta didik, dan
stakeholder.4
Berdasarkan hasil wawancara penulis secara tidak terstruktur kepada
Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd bahwa
adapun peran dari setiap aktor dalam perumusan kebijakan yaitu kepala sekolah
yang memiliki peran penting dalam berlangsungnya pendidikan, perannya dalam
perumusan kebijakan merupakan salah satu tugasnya untuk mempertahankan serta
mengembangkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng. Kedua, komite sekolah berperan menyerap, menampung, dan
menyalurkan aspirasi masyarakat baik yang bersifat material maupun non material
sehingga dalam perumusan kebijakan komite sekolah berperan penting yaitu
menyuarakan kepentingan masyarakat yang sesuai kebutuhan dan kepentingan
sekolah. Ketiga, wakil-wakil kepala sekolah seperti wakil kepala sekolah bagian
hubungan masyarakat (wakasek humas), wakil kepala sekolah bagian kesiswaan,
4Drs. Samsud Samad, MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng, Wawancara oleh peneliti, Ruangan Kantor Sekolah, 29 Oktober 2016.
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wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan wakil kepala sekolah bagian sarana
dan prasarana adapun peran merekpa dalam perumusan kebijakan yaitu masing-
masing mengusulkan serta mengutarakan berbagai pendapat dalam lingkup
bagiannya masing-masing, sehingga dalam perumusan masalah dibutuhkan
kesepakatan bersama untuk kemudian diadopsi menjadi kebijakan. Keempat,
dewan guru, adapun perannya dalam perumusan kebijakan yaitu mengusulkan
pendapat serta menyetujui kesepakatan yang menjadi pilihan bersama. Kelima
yaitu orang tua peserta didik, orang tua juga memiliki peran dalam perumusan
kebijakan yaitu menyampaikan aspirasinya sebagai orang tua peserta didik yang
bisa dijadikan salah satu alternatif kebijakan sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada fokus penelitian perumusan
kebijakan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng peneliti
menyimpulkan bahwa di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah
melaksanakan manajemen kebijakan pendidikan yaitu merumuskan kebijakan,
terdapat dua cara dalam merumuskan kebijakan pertama dengan cara
melaksanakan rapat oleh beberapa personil sekolah yang berkepentingan, kedua
kebijakan yang dikeluarkan tanpa melalui mekanisme kesepakatan yang sifatnya
mendesak. Kebijakan yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan sekolah
sehingga sekolah sangat berpengaruh dalam prumusan kebijakannya.
2. Sistem pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan
menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan
dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Karena adanya proses pemecahan
masalah maka dibutuhkan langkah-langkah untuk menetapkan suatu keputusan.
Adapun langkah-langkah dalam mengambil keputusan baik pada setiap tahap
kegiatan organisasi maupun manajemen sebagaimana hasil wawancara penulis
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kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng Drs.
Samsud Samad, M.M yaitu:
Menerima berbagai macam masukan dari berbagai pihak yang dianggap
berkepentingan, ada kaitannya dengan kegiatan yang membutuhkan pemecahan
masalah tersebut, kemudian dipikirkan bersama kegiatan mana yang menjadi
prioritas dan tidak menimbulkan resikpo yang fatal setelah itu diputuskan kegiatan
mana yang mesti dilaksanakan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.5
Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan pada kegiatan
manajemen maupun organisasi. Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis di
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng bahwa suatu keputusan akan efektif
dan tercapai jika sepenuhnya keputusan itu dapat dilaksanakan tentu dengan cara
melihat keberhasilan sekolah dalam menjalani proses pendidikan.
Setiap keputusan akan dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi
yang baik dan tepat diantara seluruh anggota organisasi. Adapun cara untuk
mengkomunikasikan hasil keputusan terhadap semua anggota organisasi
sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Wakil Kepala sekolah bidang
kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd yaitu:
Dengan melaksanakan rapat bersama, melalui rapat tersebut kita dapat
saling bertukar pikiran dan pendapat sehingga setiap keputusan yang diambil
merupakan kesepakatan dan keputusan bersama sehingga akan mendapat
dukungan dari semua pihak tanpa adanya penolakan.6
Dengan demikian komunikasi ini sangat penting karena semakin tinggi
pengetahuan anggota organisasi mengenai hasil keputusan maka akan mengurangi
tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan hasil keputusan
tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada fokus penelitian sistem
pengambilan keputusan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng peneliti
menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan di SMK Negeri 1 Bantaeng sudah
5Drs. Samsud Samad, MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng, Wawancara Oleh Peneliti, Ruangan Kantor Sekolah,  29 Oktober 2016.
6Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
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tepat karena melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, dan keputusan yang
diambil disesuaikan dengan kebutuhan, serta adanya komunikasi yang cukup baik.
3. Implementasi kebijakan pendidikan
ImplemeNtasi kebijakan merupakan aktualisasi atau pelaksanaan dari
kebijakan pendidikan yang telah disahkan. Adapun gambaran proses implementasi
kebijakan atau penerapan kebijakan yang ada di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng sesuai hasil wawancara penulis kepada Wakil Kepala
sekolah bidang kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd bahwa:
Proses implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap, yaitu
mendahulukan kebijakan yang sifatnya mendesak atau yang menjadi prioritas
utama. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut kami menunggu kebijakan
selanjutnya, sehingga selalu memprioritaskan kebijakan yang utama.7
Masih dari hasil wawancara penulis kepada Wakil Kepala sekolah bidang
kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd bahwa konsep operasional kebijakan di
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu:
Setiap pihak yang akan melaksanakan kebijakan diberikan tanggungjawab
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya
kepala sekolah yang bertanggungjawab melainkan ada pihak tertentu yang
mewakili kepala sekolah untuk bertanggungjawab akan kebijakan tersebut, seperti
misalnya yang terkait dengan sekolah adiwiyata, yang menerapkan program
tersebut adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana sehingga
konsep operasional kebijakan sekolah diberikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dalam kebijakan tersebut.8
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada fokus penelitian implementasi
kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng peneliti
menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan puncak dari proses
kebijakan pendidikan yang membutuhkan komunikasi dan kerjasama yang baik
dan tepat.
7Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
8Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
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C. Gambaran Visi dan Misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng merupakan sekolah yang
pernah menjadi RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). RSBI adalah
suatu program pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional
berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3, yang
menyatakan bahwa pemerintah/dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada guru SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng Firdaus, S. Pd, M. Pd mengatakan bahwa:
Di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng mampu menjadi rintisan
sekolah yang bertaraf internasional tidak mudah untuk mendapatkannya
melainkan melalui perjuangan yang berat karena harus memenuhi standar yang
telah ditetapkan. Namun pada tahun 2013 setelah ada regulasi dan kebijakan baru
yang menyebutkan bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak
diperbolehkan lagi atau dihapus maka SMK  Negeri 1 Bantaeng dialihkan masuk
pada sekolah yang berstatus sekolah rujukan yang hingga sekarang masih berlaku.
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng menjadi sekolah rujukan
yang berarti memiliki beberapa sekolah sebagai liensinya seperti sekolah swasta.
SMK Negeri 1 Bantaeng dijadikan sebagai contoh oleh sekolah lain baik dari segi
pembinaan peserata didik untuk meningkatkan prestasi peserta didik maupun dari
segi manajemen.9
Ditambahkan juga oleh Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum Ahmad
Idzhar, S. Pd, M. Pd, bahwa:
Kebijakan yang dikeluarkan SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
untuk menjadikannya sebagai lembaga yang unggul adalah melengkapi sarana dan
prasarana sekolah dengan memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan
menjadi jaminan untuk kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta menjadi
acuan dalam peningkatan prestasi peserta didik karena dilengkapi dengan sarana
dan prasarana yang memadai. Sehingga dengan sarana dan prasarana yang
memadai tersebut akan mampu menjadikan SMK Negeri 1 Bantaeng lebih unggul
dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain.10
9Firdaus S. pd, M. pd, Guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Wawancara
oleh peneliti, Dalam Ruangan Bimbingan Konseling, Bantaeng, 28 Oktober 2016.
10Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
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Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menilai bahwa SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan sebagai sekolah yang unggul
karena memiliki pencapaian prestasi tinggi, pernah menjadi satu-satunya sekolah
kejuruan yang menjadi sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)
dan sekarang menjadi sekolah rujukan terutama untuk sekolah kejuruan dan
swasta di Kabupaten Bantaeng. Hal ini lah yang membedakannya dengan sekolah-
sekolah lain sehingga SMK Negeri 1 Bantaeng dapat dikatakan sekolah unggulan.
Kebijakan kedua yang berusaha menjadikan SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng  sebagai sekolah yang peduli lingkungan berdasarkan
wawancara peneliti dengan Drs. H. Abd. Latief, MM sebagai guru di SMK Negeri
1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu:
Bahwa adanya anggaran yang ditetapkan untuk diarahkan pada
peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pada peningkatan kepedulian
terhadap lingkungan. 11
Ditambahkan pula jawaban dari Kepala Sekolah Drs. Samsud Samad, MM
bahwa:
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng termasuk sekolah
Adiwiyata yang masuk pada tingkat provinsi dan nasional. Program Adiwiyata
tersebut merupakan program yang berbudaya lingkungan hidup dimana SMK
Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah memiliki green house, apotek
hidup, hutan sekolah, kebun hingga instalasi penampungan air limbah.12
Berdasarkan pengamatan penulis bahwa di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng merupakan lembaga yang peduli terhadap lingkungan karena
adanya anggaran untuk melengkapi sarana maupun prasarananya dalam
mendukung peningkatan peduli lingkungan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Firdaus S. Pd,
M. Pd sebagai guru di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengatakan:
11Drs. H. Abd. Latief, MM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana,
Wawancara oleh peneliti, Dalam Ruangan Kantor sekolah, 28 Oktober 2016.
12Drs. Samsud Samad, MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng, 29 Oktober 2016.
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Sekolah yang berwawasan global memiliki arti bahwa peserta didik
diharapkan tidak hanya berfikir lokal namun diharapkan mampu berpikir seluas-
luasnya sehingga mampu bersaing setelah mereka lulus di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng, mereka memiliki kemampuan yang tidak hanya
bisa diterima di seluruh Indonesia tapi juga bisa di luar negeri. Adapun kebijakan
sekolah yaitu mengadakan kegiatan seperti peserta didik mengikuti Test of
English for International Communication (TOIEC).
Selain itu SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng sedang merintis
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), lembaga tersebut diharapkan mampu
mensertifikasi lulusan yang berstandar nasional. Melalui lembaga tersebut lulusan
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng tidak hanya menerima ijazah
melainkan ada sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan
sertifikat tersebut memberikan peluang kepada lulusan untuk mendapatkan
pekerjaan bukan hanya di Kabupaten Bantaeng saja melainkan diseluruh
Indonesia sehingga angka pengangguran untuk lulusan SMK Negeri 1 Bantaeng
itu sangat minim.13
Berdasarkan hasil pencarian penulis di media sosial mengenai SMK
Negeri 1 Bantaeng bahwa Salah satunya, selain mampu menguasai materi
pelajaran, siswa harus dapat berinteraksi dan aktif dalam hubungan sosial.
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu alat pengenalan siswa pada
hubungan sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan pengenalan diri dan
pengembangan kemampuan selain pemahaman materi pelajaran. Berdasarkan hal
tersebut, maka di SMK Negeri 1 Bantaeng diselenggarakan berbagai kegiatan
ekstrakurikuler. Selain OSIS sebagai induk kegiatan ektrakurikuler di sekolah,
kegiatan ektrakurikuler lainnya adalah:
1. Pramuka
Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti
rakyat muda yang suka berkarya. Bertujuan untuk membina kaum muda dalam
mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual dan fisiknya,
agar terbentuk kepribadian dan akhlak mulia, menanamkan semangat kebangsaan,
dan cinta tanah air.
13Firdaus S. pd, M. pd, Guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Wawancara
oleh peneliti, Dalam Ruangan Bimbingan Konseling, Bantaeng, 28 Oktober 2016.
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2. Paskibraka
Paskibraka merupakan singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Bertugas untuk mengibarkan duplikat bendera pusakan dalam upacara peringatan
proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3. Palang Merah Remaja (PMR)
Palang Merah Remaja atau PMR adalah suatu organisasi binaan dari
Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun dikelompok
masyarakat yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan karakter
kepalangmerahan agar siap menjadi relawan Palang Merah Indonesia pada masa
depan.
4. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
Patroli Keamanan Sekolah atau PKS adalah salah satu jenis kegiatan
ekstrakurikuler yang umum ditemui di sekolah-sekolah Indonesia. Dalam kegiatan
ekstrakurikuler ini, para siswa dilatih menjadi polisi sekolah. Mereka diberi
pelajaran mengenai narkoba dan kenakalan remaja, agar mereka tahu dampak
negatif dari narkoba. Adanya latihan  baris berbaris, kedisiplinan, kekompakan,
terutama gerakan-gerakan pengaturan lalulintas. Selain itu, tugas PKS yaitu
menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.
5. Pecinta Alam (PA)
Merupakan organisasi yang memperkenalkan peserta didik terhadap alam
agar siswa merasa kagum, hormat,  mengambil manfaat dari apa yang ada pada
alam dengan memperhatikan untung ruginya bagi alam maupun lingkungan
sekitarnya, timbulnya perasaan dan niat untuk memelihara, memperbaiki dan
mempertimbangkan keharmonisan hubungan manusia dengan alam.
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6. Olahraga (Bola Voli, Bola Basket, Karate, Tenis Meja, Tenis Lapangan)
Olahraga merupakan kegiatan fisik atau serangkaian gerak raga yang
mampu mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak serta
kualitas hidup.
7. Kerohanian / IRMUS (Ikatan Remaja Mushollah)
Ikatan remaja mushollah atau IRMUS merupakan organisasi atau wadah
perkumpulan peserta didik sebagai remaja muslim yang menggunakan mushollah
sebagai pusat aktivitas. Tujuannya agar pesrta didik menjadi anak yang soleh-
solehah, beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia. Sebagaimana
Allah swt memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya dalam
Qs. An-Nisa’ ayat 1 yang berbunyi :
:ءﺎﺴﻨﻟا﴿ٍﺲَْﻔﻧ ْﻦِﻣ ْﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا ُﻢُﻜﱠﺑَر اُﻮﻘﱠﺗا ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ١﴾
Terjemahan:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri.14
8. Koperasi Sekolah (Kopsis).
Koperasi sekolah merupakan koperasi yang didirikan di sekolah yang
anggotanya terdiri dari peserta didik. Administrator koperasi sekolah dan manajer
yang dilakukan peserta didik di bawah bimbingan kepala sekolah dan guru,
terutama guru ekonomi dan koperasi.
Selain dibekali ilmu dan pengetahuan peserta didik juga tentunya
membutuhkan keimanan dan ketakwaan yang menjadi dasar dalam pengaplikasian
ilmu tersebut, sehingga sekolah mengeluarkan kebijakan seperti membentuk
lembaga Ikatan Remaja Mushollah (IRMUS). 15
14Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’am dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2009), h. 77.
15Sumber data: http://www.smk01bantaeng.sch.id/ekstrakurikuler.html. (30 Oktober
2016).
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Selanjutnya kebijakan SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
dalam menciptakan sekolah yang bersih, indah, dan sehat serta berwawasan
lingkungan hidup melalui wawancarpa peneliti kepada Wakil Kepala sekolah
bidang kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd bahwa:
Di SMK Negeri 1 Bantaeng senantiasa menata lingkungan sekolah, siswa
diwajibkan untuk menjaga kebersihan yaitu membuang sampah pada tempatnya.
Sekolah menyediakan berbagai macam tempat sampah yang telah ditentukan jenis
tempat dan sampahnya, sehingga siswa tidak mencampur adukkan antara sampah-
sampah yang tidak sejenis yang selanjutnya sampah tersebut dapat diolah kembali
menjadi sesuatu yang dapat digunakan.
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng merekrut juga pegawai
cleaning service sebanyak 4 orang yang senantiasa menjaga kebersihan
lingkungan sekolah dan mengontrol kebersihan sekolah tiga kali sehari yaitu
diwaktu pagi, siang dan sore.
Selain itu kegiatan dalam penerapan kebijakan sekolah dalam menciptakan
lingkungan sekolah yang bersih, indah dan sehat ialah sebagai berikut:
1. Menerapkan kegiatan Sabtu Bersih,
2. Pembiasaan siswa dalam menjaga kebersihan dilingkungan kelasnya,
dengan mengatur jadwal kebersihan kelas, dan
3. Menyiapkan alat-alat kebersihan disetiap kelas.16
Dari hasil pengamatan penulis bahwa di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Memiliki tata lingkungan sekolah yang ideal karena terlihat sangat rapi
dan diperindah oleh beragam tanaman berupa pohon-pohon hias, bunga, maupun
pohon buah, serta sekolah tampak bersih sehat karena tidak adanya sampah yang
berserakan. Sesuai ajaran Islam yang sangat menganjurkan untuk menjaga
kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun lingkungan sekitar sebagaimana
firman Allah swt dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi :
 َﻦﯾِﺮﱢﮭََﻄﺘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﺤﯾَو َﻦِﯿﺑا ﱠﻮﱠﺘﻟا ﱡﺐُِﺤﯾ َ ﱠﷲ ﱠِنإ.
Terjemahan :
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai
16Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
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orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222).17
Hasil wawancara penulis selanjutnya melalui Wakil Kepala sekolah bidang
kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd terkait dengan kebijakan sekolah dalam
mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan sebagai sumber belajar dalam upaya
pelestarian, mencegah pencemaran, dan kerusakan lingkungan ialah:
Tidak menebang pohon sembarangan, dilarang membakar sampah
dilingkungan sekolah sehingga sekolah menyediakan tempat penampungan
sampah berukuran besar yang selanjutnya akan diangkut keluar sekolah.18
Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian bahwa peneliti
tidak menemukan adanya upaya peduli lingkungan sebagai sumber belajar yang
sedang dipraktekkan namun peneliti dapat melihat adanya upaya sekolah untuk
mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan karena tidak adanya bekas
pembakaran sampah.
Kebijakan selanjutnya tentang membina peserta didik menjadi manusia
yang beriman dan berbudi pekerti yang luhur di SMK Negeri 1 Bantaeng
kabupaten Bantaeng sebagaimana hasil wawancara penulis kepada guru
pendidikan agama Islam SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng Hj. Sitti
Jasmani, S. Ag, M. M bahwa:
Sekolah dalam mengupayakan agar peserta didik mampu menjadi manusia
yang beriman dan berbudi pekerti luhur maka sekolah membentuk kebijakan
seperti berikut:
1. Mengawali dan mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa
bersama disetiap mata pelajaran.
2. Menerapkan baca tulis Al-Qur’an dengan pelatihan yang ketat pada
pelajaran Pendidikan Agama Islam.
3. Membentuk kelompok shalat setiap kelas.
4. Menertibkan absen shalat.
5. Dzikir akbar pada momentum tertentu.
6. Pelaksanaan shalat jama’ah di waktu duhur.
17Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’am dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2009), h. 36.
18Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
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7. Pelaksanaan shalat duha setiap hari jum’at.
8. Menerapkan pakaian busana muslim (ketentuan jilbab).
9. Tidak melewatkan peringatan hari-hari besar agama Islam.
10. Berpartisipasi setiap kegiatan keagamaan yang diadakan oleh
Kementrian Agama.19
Dari hasil pengamatan penulis bahwa untuk menjadikan peserta didik
sebagai manusia yang beriman dan berbudi pekerti luhur masih dalam tahap
mengupayakan karena belum semua peserta didik mematuhi aturan dan tidak
semua kelas yang menertibkan absen shalat hanya pada saat mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam. Serta kurang memadainya tempat beribadah untuk
shalat jama’ah karena mushollah yang berukuran kecil.
Kebijakan selanjutnya yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia
cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha. Hasil wawancara penulis kepada Firdaus,
S. Pd, M. Pd, sebagai guru di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu:
Karena sekolah ini merupakan sekolah kejuruan sehingga mendominankan
pengembangan skill peserta didik sesuai jurusannya sehingga mereka dituntut
untuk bisa cerdas, terampil dan mampu memiliki jiwa wirausaha. Oleh karena itu
SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengambil kebijakan seperti
mengadakan program Kursus Wirausaha Kota (KWK) yang melibatkan peserta
didik dan orang luar. Sekolah mengupayakan untuk mendapatkan bantuan modal
dari pemerintah yang diberikan kepada peserata didik yang dinamakan sebagai
bantuan wirausaha berupa barang kepada peserta didik untuk dipasarkan
dimasyarakat luas. Serta adanya pelajaran khusus dimata pelajaran prakarya dan
mata pelajaran wirausaha sesuai dengan kurikulum.20
Dari hasil pengamatan penulis bahwa SMK Negeri 1 Bantaeng benar telah
berupaya keras untuk dapat membentuk peserta didik menjadi manusia cerdas,
terampil, serta berjiwa usaha karena adanya kegiatan kursus, bantuan wirausaha
serta adanya mata pelajaran khusus yang menjadi wadah untuk peserta didik
menjadi terampil dan berjiwa wirausaha.
19Hj. Sitti Jasmani, S. Ag, MM, Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam,
Wawancara oleh peneliti,Depan Ruangan Guru, Bantaeng 22 Oktober 2016.
20Firdaus S. pd, M. pd, Guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Wawancara
oleh peneliti, Dalam Ruangan Bimbingan Konseling, Bantaeng, 28 Oktober 2016.
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Selanjutnya kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik menjadi
manusia yang kreatif sesuai hasil wawancara penulis secara tidak terstruktur
dengan guru di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng Nurul Jannah S, Pd
yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan produk
tertentu dengan cara mengarahkan, membimbing dan melakukan pelatihan pada
mata pelajaran tertentu.
Bentuk kebijakan yang dapat membentuk peserta didik menjadi inovatif
yaitu peserta didik dituntut untuk mampu berkreasi, berimajinasi dan
mendayagunakan pemikirannya untuk memperbarui dengan membuat suatu
pemikiran yang baru untuk menghasilkan produk baru, baik untuk dirinya maupun
untuk orang lain dan lingkungannya.21
Di SMK Negeri 1 Bantaeng sebagaimana salah satu visinya adalah
membentuk peserta didik menjadi manusia yang mandiri, sehingga sekolah
menerapkan kebijakan dalam membentuk peserta didik menjadi mandiri seperti
adanya bimbingan dalam membuat suatu karya atau produk kemudian produk
yang sudah jadi tersebut menjadi tanggung jawab peserta didik bagaimana ia
mampu menjadikan produknya bernilai rupiah di masyarakat. Berdasarkan hasil
wawancara penulis kepada guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Firdaus, S. Pd, M. Pd bahwa dalam upaya untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang mandiri adalah:
Sekolah memberi bekal keterampilan kepada peserta didik salah satu
program yang dilaksanakan yaitu bisnis centre. Bisnis centre mengajarkan peserta
didik belajar untuk berbisnis bagaimana ia mampu mandiri dengan mencari
jaringan diluar sekolah untuk membantu peserta didik dalam memasarkan produk,
sehingga memberi kesempatan kapadanya untuk menjual produk yang disediakan
sekolah dan keuntungannya dapat dinikmati sendiri oleh peserta didik.22
21Nurul Jannah S. Pd, Guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Wawancara
Oleh Peneliti, Ruang Kelas Akuntansi, 27 Oktober 2016.
22Firdaus S. pd, M. pd, Guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Wawancara
oleh peneliti, Dalam Ruangan Bimbingan Konseling, Bantaeng, 28 Oktober 2016.
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Namun, dengan pertanyaan yang sama kepada Wakil Kepala sekolah
bidang kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd yaitu:
Terkait dengan bisnis center tersebut akhir-akhir ini kurang berjalan lancar
karena adanya beberapa orang tua peserta didik tidak paham mengenai bisnis
tersebut mereka mengira bahwa anak-anaknya datang ke sekolah hanya untuk
dijadikan sebagai penjual karena ada beberapa peserta didik tidak mampu mencari
jaringan di luar sehingga seluruh produk yang diambilnya menjadi tanggungan
orang tuanya.23
Berdasarkan pengamatan penulis bahwa SMK Negeri 1 Bantaeng telah
berusaha keras untuk bisa membentuk peserta didik menjadi mandiri. Namun
masih kurang berhasil karena adanya beberapa kendala dalam pembentukan
tersebut sehingga sekolah sebaiknya mampu mensosialisasikan kepada seluruh
orang tua siswa setiap pelaksanaan kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap
keberadaan orang tua. Salah satunya mengenai bisnis centre tersebut sehingga
peserta didik bukan hanya mendapat bimbingan dari sekolah tapi dari orang tua
juga agar peserta didik mampu menjadi lebih mandiri.
Selanjutnya kebijakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi dan
profesional pendidik di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng sesuai hasil
wawancara penulis kepada Ahmad Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd selaku Wakil
Kepala sekolah bidang kurikulum yaitu:
Memberi izin bahkan mendorong para pendidik untuk dapat melanjutkan
pendidikannya yang lebih tinggi serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada
pendidik untuk mengikuti kegiatan pelatihan di luar terkait dengan mata
pelajarannya. Pelatihan tersebut dalam bentuk partisipasi maupun mandiri.24
Sedangkan Lukman S, Ag salah satu guru di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng memberikan informasi kepada penulis terkait kebijakan
sekolah dalam mengembangkan kompetensi dan profesional pendidik yaitu:
Sekolah membentuk lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Pada wadah inilah guru berkesempatan untuk meningkatkan kompetensinya
23Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
24Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wawancara
oleh peneliti,Dalam Ruangan Kantor Sekolah, Bantaeng 31 Oktober 2016.
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dengan bermusyawarah kepada teman-teman yang memiliki mata pelajaran sama
mengenai segala hal yang menjadi permasalahan pada proses pembelajarannya
yang kemudian sama-sama mencarikan solusi terbaik.25
Sama halnya dengan tenaga kependidikan sekolah memberi kesempatan
seluas-luasnya untuk mengikuti kegiatan pelatihan, magang, ataupun studi
banding di mana saja.
Hasil wawancara penulis secara tidak terstruktur kepada koordinator tata
usaha SMK Negeri 1 Bantaeng Sumardi mengatakan bahwa sekolah tidak
membatasi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya justru
sekolah mendukung dengan cara memberi izin untuk mengikuti seminar maupun
kegiatan pelatihan.26
Dari hasil pengamatan penulis bahwa SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng sangat memperhatikan kompetensi pendidik maupun tenaga
kependidikan karena sekolah tidak kaku tetapi mampu mengikuti perkembangan
zaman dengan tidak membatasi pendidikan dan pelatihan pendidiknya maupun
tenaga kependidikannya. Bahkan ada informasi yang penulis dapatkan dari wakil
kepala sekolah bidang kurikulum Ahmad Idzhar, S. Pd, M. Pd bahwa pada saat
peneliti di SMK Negeri 1 Bantaeng yaitu:
Terdapat tiga guru yang sudah beberapa hari mengikuti semacam pelatihan
yang dibiayai oleh pemerintah berdasarkan kebijakan sekolah.
Demikian hasil wawancara penulis terkait dengan gambaran implementasi
visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Berhubung karena
penulis menggunakan pendekatan fenomenologik pada penelitian ini maka penulis
melihat suatu fakta atau peristiwa di lapangan bahwa di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng merupakan sekolah yang peduli terhadap lingkungan,
25Lukman, S. Ag, Guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Wawancara Oleh
Peneliti, Depan Ruangan Guru, 24 Oktober 2016.
26Sumardi, Koordinator Tata Usaha SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng,
Wawancara Oleh Peneliti, Ruangan Kantor Sekolah, 24 Oktober 2016.
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senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Terbukti setiap kali
penulis berkunjung ke sekolah untuk melakukan penelitian, penulis tidak pernah
menemukan adanya sampah yang berserakan melainkan peneliti seringkali
mendapati adanya kerja bakti dipagi hari yang dilakukan oleh kepala sekolah
beserta guru-guru dan peserta didiknya. Hal ini menunjukan bahwa di SMK
Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah mengaplikasikan visi dan misinya
sebagai sekolah peduli lingkungan.
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa implementasi visi dan
misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng tengah berjalan dan
berusaha mencapai visinya dengan mencerminkan sebagai sekolah Adiwiyata
yang merupakan program berbudaya lingkungan hidup dan berwawasan global
yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan.
D. Peranan Manajemen Kebijakan Pendidikan dalam Mengaplikasikan Visi
dan Misi SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Manajemen kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting
dan sangat menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan itu sendiri.
Karena langkah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan
pendidikan yang akan diambil, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh
terhadap kualitas pendidikan di sekolah.
Dalam proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolah atau pimpinan
sekolah hendaknya memperhatikan beberapa faktor yaitu faktor lingkungan
eksternal, input, proses, output, dan umpan balik. Berkaitan dengan hal tersebut
maka kebijakan dapat dipandang sebagai pedoman untuk bertindak dan sebagai
bantuan bagi pengambil keputusan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan peranan manajemen
kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi di SMK Negeri 1
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Bantaeng Kabupaten Bantaeng kepada Wakil Kepala sekolah SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng Ahmad Idzhar, S. Pd. M, Pd secara tidak
terstruktur yaitu bahwa manajemen kebijakan pendidikan berperan sebagai
pedoman untuk mengaplikasikan visi dan misi pendidikan.
Senada dengan salah satu guru di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng  Firdaus, S. Pd, M. Pd bahwa kebijakan merupakan bentuk aturan
sehingga dalam pengaplikasian visi dan misi tentunya kebijakan tersebut berperan
menjadi pedoman.27
Selain kebijakan tersebut, visi dan misi juga merupakan hal yang mutlak
adanya disebuah lembaga pendidikan formal karena visi dan misi adalah imajinasi
moral yang mencerminkan profil sekolah yang diinginkan di masa yang akan
datang. Dalam menentukan visi dan misi sekolah, sekolah harus mampu melihat
dan memperhatikan perkembangan dan tantangan di masa akan datang. Olehnya
itu, dalam pengaplikasiannya visi dan misi yang telah dirumuskan merupakan
cita-cita atau suatu rencana jangka panjang yang hendak dicapai maka
membutuhkan kebijakan sebagai pedoman dalam setiap proses pelaksanaannya.
Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan manajemen
kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng sangat penting karena merupakan pedoman yang
menentukan arah dari pengaplikasian visi dan misi sekolah.
27Firdaus S. pd, M. pd, Guru SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Wawancara





Dari uraian tentang peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam
mengaplikasikan visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Gambaran manajemen kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng adalah SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng telah merumuskan kebijakan pendidikan dengan
cara melaksanakan rapat secara rutin bersama dengan dewan guru,
pengurus komite, dan terkadang orang tua peserta didik diikut
sertakan. Dalam pelaksanaannya kebijakan dilaksanakan secara
bertahap dan memprioritaskan yang disesuaikan dengan keadaan serta
kebutuhan sekolah.
2. Gambaran visi dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng yaitu visi dan misi SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng dirumuskan oleh tim perumusnya seperti Kepala Sekolah,
Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang
sarana dan prasarana, bidang hubungan masyarakat, dan pengurus
komite sekolah serta stakeholder. Dalam pengaplikasiannya visi dan
misi SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng mencerminkan
sebagai sekolah Adiwiyata yang merupakan program berbudaya
lingkungan hidup, berwawasan global yang didasari dengan keimanan
dan ketakwaan.
3. Peranan manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi
dan misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng adalah
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manajemen kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam membuat
keputusan dan menjadi dasar untuk menjalankan pendidikan yang
muaranya adalah pencapaian daripada visi dan misi sekolah.
B. Implikasi Penelitian
Penelitian ini telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya manajemen
kebijakan pendidikan karena disetiap lembaga pendidikan akan melahirkan suatu
kebijakan untuk dapat mengatur jalannya proses pendidikan. Di samping itu,
setiap lembaga pendidikan harus mampu menciptakan visi dan misi sekolah yang
merupakan tugas seorang Kepala Sekolah untuk mencerminkan keberadaan
sekolahnya. Di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng merumuskan visi
dan misi sebagai bentuk harapan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.
Seluruh warga sekolahnya harus mengetahui apa visi dan misi  SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Hal ini merupakan tanggung jawab Kepala
Sekolah untuk dapat memahamkan dengan mengkomunikasikan kepada seluruh
warga sekolah terkait dengan visi dan misi sekolah tersebut. Dengan demikian,
visi dan misi dijalankan secara bertahap dan terus berlanjut sampai tiba pada saat
pergantian periode.
Adapun implikasi dari manajemen kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng ialah mampu mengatur jalannya proses kegiatan
organisasi dan kegiatan manajemen yang selalu memprioritaskan kebutuhan
sekolah. Kebutuhan sekolah seperti tersedianya guru-guru profesional guna
mencerdaskan peserta didik sehingga mencapai tujuan pendidikan yang didukung
dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas sebagai ruang
proses belajar mengajar yang nyaman, aman, tertata rapi dan bersih. Dengan
demikian diharapkan kepada pihak sekolah terutama kepada Kepala Sekolah
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sebagai pemimpin yang diharapkan dalam setiap mengambil langkah berupa
keputusan agar senantiasa memperhatikan kebutuhan sekolah.
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Jurusan/Fak : Manajemen Pendidikan Islam / Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : Peranan Manajemen Keijakan Pendidikan dalam mengaplikasikan
Visi dan Misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kaupaten Bantaeng
Perumusan Kebijakan
1. Bagaimana cara Bapak merumuskan kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam merumuskan kebijakan di SMK
Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana kepentingan sekolah memberi pengaruh terhadap proses perumusan
kebijakan di SMK Negeri 1 Bantaeng?
4. Apa yang menjadi faktor utama dalam menentukan alternatif kebijakan yang
akan diadopsi menjadi kebijakan di SMK Negeri 1 Bantaeng kabupaten
Bantaeng?
5. Siapa saja yang menjadi aktor dalam merumuskan kebijakan pendidikan di
SMK Negeri 1 Bantaeng dan bagaimana peran masing-masing aktor tersebut?
Sistem  Pengambilan Keputusan
6. Bagaimana langkah Bapak dalam mengambil keputusan pada setiap tahap
kegiatan organisasi dan manajemen?
7. Apa yang menjadi prioritas Bapak dalam mengambil suatu keputusan?
8. Bagaimana cara bapak mengkomunikasikan hasil keputusan terhadap semua




9. Bagaimana gambaran proses implementasi kebijakan di SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten tersebut?
10. Bagaimana konsep operasional kebijakan yang ada di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng?
Implementasi Visi dan Misi
11. Bagaimana bentuk kebijakan Bapak dalam usaha menjadikan SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng sebagai lembaga yang unggul dalam prestasi?
12. Bagaimana bentuk kebijakan Bapak dalam usaha menjadikan SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng peduli terhadap lingkungan?
13. Bagaimana bentuk kebijakan Bapak dalam usaha menjadikan SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang berwawasan global didasari iman dan
takwa?
14. Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng dalam
menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sehat yang
berwawasan lingkungan hidup?
15. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah dalam mewujudkan sekolah yang peduli
lingkungan sebagai sumber belajar dalam upaya pelestarian, mencegah
pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup?
16. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah dalam membina peserta didik menjadi
manusia yang beriman dan berbudi pekerti yang luhur di SMK Negeri 1
Bantaeng?
17. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik menjadi
manusia cerdas, terampil, dan berjiwa wirausaha?
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18. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik menjadi
manusia yang kreatif?
19. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik menjadi
manusia yang inovatif?
20. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik menjadi
manusia yang mandiri?
21. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik menjadi
manusia yang yang mampu bersaing diera global?
22. Bagaimana kebijakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi dan
profesional pendidik di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng?
23. Bagaimana bentuk kebijakan sekolah yang berlaku di SMK Negeri 1 Bantaeng






Jurusan/Fak : Manajemen Pendidikan Islam / Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : Peranan Manajemen Keijakan Pendidikan dalam mengaplikasikan
Visi dan Misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kaupaten Bantaeng
1. Mengamati implementasi kebijakan yang menjadikan SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng sebagai lembaga yang peduli terhadap
lingkungan.
2. Mengamati implementasi kebijakan yang menjadikan SMK Negeri 1
Bantaeng Kabupaten Bantaeng sebagai lembaga yang berawawasan global
didasari iman dan takwa.
3. Mengamati implementasi kebijakan SMK Negeri 1 Bantaeng yang
menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah dan sehat yang
berwawasan lingkungan hidup.
4. Mengamati kebijakan sekolah dalam mewujudkan sekolah yang peduli
lingkungan sebagai sumber belajar dalam upaya pelestarian, mencegah
pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam membina peserta didik
menjadi manusia yang beriman dan berbudi pekerti yang luhur di SMK
Negeri 1 Bantaeng.
6. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik
menjadi manusia cerdas, terampil, dan berjiwa wirausaha.
7. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik
menjadi manusia yang kreatif.
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8. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik
menjadi manusia yang inovatif
9. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam membentuk peserta didik
menjadi manusia yang mandiri.
10. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam mengembangkan
kompetensi dan profesional pendidik di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng.
11. Mengamati implementasi kebijakan sekolah yang dapat mengembangkan
kompetensi dan profesional pendidik di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bnataeng.
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Suasana kerindangan dan Kebersihan SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten
Bantaeng
89
Suasana lingkungan SMK Negeri 1Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Suasana Mushollah SMK Negeri1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
90
Wawancara Peneliti dengan informan di SMK Negeri 1 Bantaeng
Kabupaten Bantaeng
91
Suasana Lab Di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
92
Suasana kelas di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
93
Suasana kelas di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
94
Taman SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
95
Kegiatan ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng
96
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